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hidayah dan imayahnya buku ini dapat disajikan kepada
pembaca. Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi
Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya serta
pengikutnya sekalian.

Buku Kepemimpinan Pendidikan dalam Pengembangan
Management Berbasis Sekolah/Madrasah ini dimaksudkan
sebagai sumbangan dalam rangka mengembangkan dan
meningkatkan wawasan dan menyediakan bahan perkuliahan
yang diperlukan oleh para mahasiswa.

Perubahan yang terjadi pasca krisis telah menimbulkan
paradigma baru pengelolaan pendidikan termasuk pula
pendidikan Islam. Perlu langkah-langkah meresponi perubahan
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Tulisan yang ada pada buku ini termasuk lampiran tentang
komite madrasah disajikan dalam kontek dimaksud. Namun
karena bahan yang dihimpun pada buku ini merupakan
kumpulan tulisan yang pernah disampaikan pada berbagai
kesempatan seminar, diskusi dan lokakarya maka mungkin
skuensinya antara bab dengan bab lain terasa kurang serasi.
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BAB I

PENDAHULUAN

%emajuan suatu bangsa ditentukan dengan pola kebijakan
pembangunan yang dilakukan. Pada akhir abad ke XX
berbagai negara berkembang dalam menetapkan pola kebijakan
pembangunannya terpihak kepada yang berbasis pembangunan
ekonomi dan pengembangan teknologi. Namun trend global
menunjukkan bahwa pola yang lebih kondusif adalah yang
berbasis pada pembangunan sumber daya manusia.

Pola pembangunan di Indonesia pada awalnya lebih
mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan namun
memasuki dekade PJPT tahap kedua kesadaran pentingnya
pembangunan kualitas SDM menjadi lebih dikedepankan.
Kesadaran itu berubah menjadi keseriusan bersama dengan
kenyataan pahit yang menerpa bangsa dengan terjadi krisis
moneter 1997 dan terpuruknya ekonomi nasional. Situasi buruk
itu menjadi semakin parah setelah ternyata krisis itu bukan
semata karena salah urusnya perekonomian tetapi lebih banyak
karena mentalitas dan kualitas SDM. Pada era reformasi
pembangunan SDM dijadikan prioritas utama. Perubahan
dilakukan dengan merubah pola pengambilan kebijakan yang
sebelumnya sentralistik diarahkan menjadi desentralistik dengan
diundangkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah
dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan
pusat dan daerah sebagai kebijakan politik ditingkat makro dan
akan terimplementasi pada pendidikan sebagai sub sistem
pembangunan nasional.
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Pola sentralisasi ternyata menimbulkan, tingkat ketergantungan
pada pemerintah pusat sangat tinggi serta birokrasi yang panjang,
lambannya pengambilan keputusan serta tidak relevannya antara
kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat. Sehingga daya saing dan
percepatan pembangunan sangat rendah, untuk itu sesuai dengan
GBHN dan UU No. 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional
maka di upayakan agar pengelolaan pendidikan dilakukan secara
disentralisasi.

A. Beberapa Langkah Untuk Pembangunan Pendidikan Nasional
Untuk mengupayakan pengelolaan pendidikan secara
desentralisasi itu pemerintah telah menetapkan empat strategi pokok
pembangunan. Pendidikan nasional yaitu : peningkatan pemerataan
kesempatan pendidikan, sehingga seluruh warga negara dimanapun
dapat mengecap pendidikan. Relevansi pendidikan dengan
pembangunan, kualitas pendidikan dan efesiensi pengelolaan
pendidikan. -
Untuk kesuksesan strategi yang sudah dikembangkan mulai
PJPT tahap kedua itu maka perlu analisis kemungkinan kegagalannya
itu. Analisis itu dapat bercermin pada kegagalan masa lalu. Bila
dicermati ada beberapa faktor pemicu kegagalan yaitu :

1. Tujuan pendidikan secara nasional tidak diwujudkan dalam sistem
pembelajaran dalam bentuk kompetensi.

2. Pemberdayaan dan pemberibadian nilai-nilai yang dituntut oleh
era global tidak sepenuhnya terlaksana sehingga tidak kompetitif.

3. Pendidikan tidak sepenuhnya mengembangkan manusia Indo-
nesia yang religius berakhlak, berwatak kesatria dan patriotik.

4. Pendidikan nasional masih bersifat pengajaran belum
pembelajaran (pembudayaan dan pemberdayaan).

5. Human Development Indeks hasil out put pendidikan nasional
sangat rendah.

Dari analisis itu tampaknya diperlukan paradigma baru
pengelolaan pendidikan yang sejajar dengan kebutuhan dan
perkembangan masyarakat.

Paradigma baru itu berupa peralihan management berbasis
pemerintah menjadi management berbasis sekolah/madrasah yaitu
suatu konsep' yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk
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menentukan kebijakan dalam rangka mening
efesiensi dan pemerataan pendidikan
- mengakomodasi keinginan masyarakat setempat
kerjasama yang harmonis antara sekolah, ma
pemerintah. Sebagai wujud reformasi pendidikan
memberikan otonomi kepada lembaga pendidi
mengatur kehidupan sesuai potensi, tu
kebutuhannya. Madrasah/sekolah menjadi memili
ity and responsibility dalam menetapkan prograr

dan kebijakan sesuai visi dan tujuan pendidikan
Wihlseter, 1999), '

B. Karakteristik MBS/MBM
Penyelenggaraan MBM tentunya sangat terkail

kepemimpinan pendidikan. Dalam hal ini kep

pendidikan haruslah sepenuhnya memahami kare

agement berbasis sekolah/madrasah tersebut Kara
antara lain adalah :

1. Adanya otonomi yang luas pada pimpinan madre
mengelola sumber daya, dan pengembanga
'r(ﬂengembangkan rangka kurikulum pembelaja

ondisi dan kebutuhan peserta didik ini &l
Stea‘khO'der, kewenangan menggali dan mengelola sul
SaDrh‘: S:asrl;?sli keputttihan serta peningkatan lagm |

il asi, ta i
Proporsional,p nggung jawab yang proiess

Mengupayakan partisipasi i X
isi ari oran
masyarakat. p pasi penuh d 9,,1_

3. Menge i T e
sionngbangkan kepemimpinan yang demokqu’

::l:r:nbangun team work yang kompak. Ada
4 9etahuan dan ketrampilan serta informasi yand
" Men adanya pergaulan, b

Ngembangkan sekelah/madrasah sehingga

Ci
i sebagai berikut terlihat dalam tabel :

-3-

Tabel 1. Ciri-ciri Madrasah yang menerapkan MBS

Organisasi | Proses Belajar | Sumber Daya Sumber Daya
Sekolah Mengajar Manusia Administrasi
Menyediakan | - Meningkatkan | - Memberda- | - Mengidentifikasi
manajemen/ kualitas belajar yakan staf dan sumber daya yang
organisasi/ siswa. menempatkan diperlukan dan
kepemimpinan per-sonel yang mengalokasikan
transformasional dapat melayani sumber daya ter-
dalam menca- keperluan sebut sesuai deng-
pai  tujuan semua siswa. an kebutuhan.
sekolah.

Menyusun ren- | - Mengembang- | - Memiliki staf | - Mengelola dana
cana sekolah kan kurikulum yang memiliki sekolah.

dan merumus- yang cocok dan wawasan

kan kebijakan tanggap school based

untuk sekolah-
nya sendiri.

Mengelola ke-
giatan opera-
sional sekolah

Menjamin ada-
nya komunikasi
yang efektif
antara sekolah
dan masyara-
kat terkait
(school com-
munity)

Menjamin akan
terpeliharanya
sekolah yang
bertanggung
jawab (accoun-
tability) ke mas
yarakat dan
pemerintah.

terhadap ke-
butuhan siswa
dan masya-
rakat sekolah.

Menyelengga-
rakan penga-
jaran yang
efektif.

Menyediakan
pengajaran
yang diperlu-
kan siswa.

management.

Menyediakan
kegiatan untuk
pengembangan
profesi pada
semua staf.

Menjamin
kesejahteraan
staff dan siswa.

Menyelengga-
rakan forum
atau diskusi
untuk mem-
bahas kema-
juan sekolah.

tratif.

- Mengelola

lainnya.

- Menyediakan
dukungan adminis-

dan

memelihara
gedung dan sarana

Diadaptasi dari Focus on School; The Future Organization
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‘ Dari karekteristik itu ada empat kreteria pe
dipersiapkan yaitu :
a). management kelembagaan, b). proses pembel 3
daya manusia dan, d). sumber daya administrasi.

A. Management Kelembagaan
Karekteristik MBS dilihat dari management
kepemimpinan yang terbangun antara hubungan
dan bersifat instruktif atau jalur komando harus
kepgmimpinan yang trasformatif. Pada pola ini kepe
provider, pengerak sumber potensi dan menumb

sehingga tumbuh sense of belongingness dan
tataran ini kegen;ximpinan menjadi motivator dan i
i Untuk ini sistem komunikasi yang lancar dan
anﬂun termasuk penyediaan sumber informasi kepad
. EQyusun rencana strategis dan teknis s
Suk menyusun indikator dan Threshould

internal monitoring dan ili
shareholder. g akuntabilitas kepada steak

B. ProsKes Pembelajaran

‘ epemimpinan pendidikan hendaknya dapat m
;v:r:;a:: nn:i an kompetensi pembelajaran efektif, kead
pengemb eningkatkan kualitas pembelajaran, pe
kebutuha aqgan kurikulum yang sesuai dan respo :
Langkah S TR df”n masyarakat (user) pasar kerja serta ma

gkah Ini diikuti dengan pengembangan net learning.

C. Sumber Dava Manusia :
Nonis zelgembangan MBS mau tidak mau dan sewajé
Kepei " ia" dukungan SDM yang berkualita
pember(;np nan pendidikan mestilah memprioritaskan |
ayaan (continous learning) untuk staf dan tenaga t&

edUkaSi. v -:
Me hts
me:‘jgf‘:i':at? wawasan dan menjamin tingkat kesejatt

ngkat kesejahteraan yang memuaskan.

D. Sumber Daya Administrasi
Sumber daya administrasi ini meliputi pengidentifikasian

potensi berupa peta akademik (data based) analisis jabatan
dan kerja, pengalokasian tenaga dan dana. Untuk mendukung
keperluan pengembangan MBS ini Pimpinan Pendidikan haruslah
mengelola sistem pendanaan baik pengadaan, pemanfaatan
dan juga pertanggungjawabnya. Sistem pendanaan ini terkait
dengan pengadaan daya dukung administratif dan juga sarana
fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan mutu.

Penutup
Menetapkan MBS sebagai bahagian langkah-langkah perbaikan

mutu pendidikan nasional adalah kebijakan yang tepat
sepanjang konsep itu dapat dicerna dengan baik oleh para ad-
ministrator atau kepemimpinan pendidikan pada semua level.

Berkaitan dengan itu sangat diperlukan adanya langkah-
langkah mensukseskan upaya itu dalam bentuk perubahan
paradigma kepemimpinan. Penajaman tentang MBS,
pembelajaran mutu terpadu berbasis kompetensi penguasaan
pada sistem serta pengembangan wawasan kepemimpinan
pendidikan langkah-langkah ini tentunya perlu dilakukan secara
terencana dan sistematis dan berbagai bentuk kursus intensif

yang profesional.
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BAB II

KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN

Pendahuluan

epemimpinan berbentuk dari kata keadaan yang bermakna
%ikap dan kemampuan dalam melakukan fungsi sebagai
pemimpin (leader). Pemimpin seseorang akan tampak pada
segala aspek hubungan inter dan antar relasi seorang.
Kepemimpinan dengan berbagai pihak kesegala arah. Dalam
kehidupan manusia peran dan fungsi pemimpin sangat dominan
dan berimplikasi sangat luas. Kenyataan ini menumbuhkan studi
yang menarik yang selanjutnya menjadi suatu komponen
pengetahuan dan ketrampilan dan sebagai suatu bagian dari
disiplin ilmu management.

Dilihat dari wilayah fungsi dan perannya kepemimpinan
itu dapat terklasifikasi kepada kepemimpinan negara,
kepemimpinan perusahaan, kepemimpinan organisasi_
masyarakat/sosial, organisasi politik, militer dan kepemimpinan
pendidikan dan sebagainya, masing-masing memiliki
karakteristik umum dan khusus.

Lepas dari lingkup wilayah itu kepemimpinan seseorang
atas orang lain baik diakui kelompoknya maupun oleh diluar
kelompoknya didasarkan pada reputasi dan prestasi. Pada
masyarakat tradisional ditandai dengan keturunan, pengaruh
atau kekuatan serta kemampuannya mengalahkan tokoh lain.
Pengakuan model ini menumbuhkan model kepemimpinan yang
ditakuti karena beringas, kejam dan bertangan besi.
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Pergantian kepemimpinan didahului dengan
Pemenang yang tak terkalahkan menjadi
memiliki kekuasaan absolut. Namun dida
seseorang muncul menjadi penguasa/justru me
penuh damai, mengayomi dan menyusun at
dipatuhi setiap orang dengan bahkan dirinya
meski ia kemudian karena kekuasaannya men:
untuk berlaku dan bertindak diluar ketentuan
Pada masyarakat yang lebih maju reputa:
tidak sepenuhnya berdasarkan keturunan
kemampuan mengalahkan lawan dalam arti adu
menekankan pada kompetensi keilmuwan,
professionalitas dan prestasi untuk orang
demikian baik masa tradisionai maupun era
globalisasi ini kepemimpinan masalah yang sa
setiap pemimpin memiliki cirinya justru itu
menjadi studi yang cepat berkembang serta
bahasannya. Berbagai teori kepemimpinan Seé
tentang kepemimpinan terus berkembang. ™
tentang kepemimpinan pendidikan ini akan
pembahasannya tentang a). pemaknaan
beberapa teori kepemimpinan dan, c). ki
pendidikan. &

A. Pemaknaan Kepemimpinan ‘

Kepemimpinan dari pengertian katan
prilaku atau keadaan memimpin dalam makna!
seluruh aktivitas yang dilakukan pemimpin dala
fungsi, peran dan pengaruhnya dalam menjs
organisasi untuk mencapai tujuan. Terry menyas
is the relationship in which one person the lead=t
others to work together willingly on related task to
which the leader disire (1954, 411) selanjutnyd
menyatakan leadership as the proses or act of
activities group in effort to word goal setting OU
ment (1960). Mempengaruhi kegiatan-kegiatan:
atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan:

-9 -

Dari makna kepemimpian yang dikemukakan menurut
para ahli itu ada beberapa unsur penting dari makna
kepemimpinan itu yaitu : 1. Kepemimpinan merupakan
kemampuan mempengaruhi, 2. Mendukung dan melibatkan dan
mengajak orang lain, 3. Kemampuan mendistribusikan kerja
dan kekuasaan, 4. Kemampuan membawa orang lain untuk
mencapai suatu tujuan, 5. Kemampuan memberi contoh, 6.
Kemampuan untuk memanfaatkan potensi dan menggunakan
berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi prilaku
pengikut melalui sejumlah cara.

Kepemimpinan disamping bermakna keadaan juga
berarti kualitas kinerja seorang pemimpin dalam proses dan
aktivitasnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Beragamnya corak kepemimpinan dapat dijadikan titik tolak
pengklasifikasian model kepemimpinan tersebut.

Tipe kepemimpinan dapat dibagi kepada :

Secara Dari Segi Dari Segi Dari Segi
Teoritis Bentuk Sikap Sifatnya
Otoriter Formal Prinsipil Kharismatik
Lasserfaire Non formal Fleksibel Simbolik
Demokratis Informal Plin-plan Headmanship
Macherelis Administrator /
Organisatoris
Agitator
Paternalistik
Meliteristik

Tipologi tersebut tidak sepenuhnya terpisah adakalanya bias
atau bercampur, tetapi ada trend umum seorang yang tipe
kepemimpinannya otoriter, maka bentuk kepemimpinanya
formalistik, macheavelis, prinsipal, meliteristik. Lassesfair
cenderung non formal, sangat fleksibel, simbolis. Sedangkan
demokratis lebih komplit dapat formal adakalanya non formal
dan informal, prinsipil can fleksibel, serta organisatoris.

Dalam kehidupan berorganisasi tampaknya tipe
demokratis lebih diinginkan, tipe ini juga sangat sesuai dengan
kepemimpinan pendidikan.
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B. Beberapa Teori Kepemimpinan
Tlpe kepemimpinan yang dikemukakan
ai faktor yang mempengaruhi pemimpin
" hqnd mengemukakan ada beberapa faktor
Pllihan pimpinan akan gaya kepemimpinannya. F
cyjljcmg berhubungan dengan tugas dan pemberian
blekspresak_an dalam dua model kepemimpina
ieror_wentasn tugas dan karyawan. Teori ini
r;; ?n':;onaan perlu mempertimbangkan tiga poros
i ngun gaya kepemimpinan yaitu (1) kekua
A PEMIMpin itu sendiri (2) kekuatan yang ada
(3) keku.atan yang ada dalam situasi. ¥
& aFl'iEd'er (1967) mengemukakan bahwa gaya k
bekerg Jr)E sesuai tergantung pada situasi dimana
berbejd. ,l: <@ situasi berbeda maka persyaratan kep
i 4 a Fiedler mengindikasikan 3 dimensi kemu
nentukan efektifitas kepemimpinan yaitu (1) lea

lationship (2) task str
hip ( ucture (3) leader position power.
dapat iuraikan sebagai berilguz | < i |

berbag
dan Sc

1. Hubungan
keyakinan,
2. Struktur t
diprosedur
3. Posisi keku

Pemimpin dan anggota berkaitan
kepercayaan dan respek bawahan terh
Ugas sampai tingkat mana penugasan
kan apakah struktur atau tidak struktur
asaan berkaitan dengan tingkat pengaruh ¥
Organisasi(taén e yang berasal dari struktur forma
mendisi plinkrma‘c’”k kekuasaan untuk memperkerja
Teori dari fi ¥, Mempromosikan dan menaikkan g2
I fiedler ini disehyt model contingency

i House (1971) menganalis pengaruh kepemimpinan t€
priiakunya terhadap instansi karyawan, kepuasan, dan pelak
kerja Teori House ini Mendasarkan padé tugas pemimpi
bawahgn (.path-goal)‘. Selanjutnya teori ini mengidentifik:
kepemimpinan kepada (1) Direktif (2) Pendukung (3) Pa
Berorientasi prestasi (achievement oriented leardership)-

=11 -

Hersey dan Blanchand (1988) menyatakan gaya
kepemimpinan yang efektif itu berbeda-beda sesuai dengan
tingkat kesiapan bawahannya. Kesiapan (readiness) untuk
berprestasi, kesediaan menerima tanggung jawab, dan
kemampuan serta pengalaman yang berkaitan dengan tugas.
Teori Hersey ini bersifat situasional hubungan atau gaya
kepemimpinnan (hubungan pimpinan bawahannya) bergerak
melalui empat tahap sejalan dengain kematangan bawahan.

: Berorientasi tugas bawahan diberi instruksi
terbiasa dengan peraturan dan prosedur
organisasi.

: Pemimpin dapat memulai prilaku yang
berorientasi pada bawahan. Jika ada indikasi
bawahan mulai memahami tugas, namun
orientasi tugas masih perlu diteruskan karena
bawahan belum mampu atau mau menerima
tanggung jawab sepenuhnya. Tetapi secara
bertahap kepercayaan dan dukungan dapat
ditingkatkan.

: Seiring dengan kemampuan dan motivasi

prestasi bawahan meningkat secara aktif

mulai diberi tangung jawab yang lebih besar.

Jika bawahan menunjukkan kinerja yang

meningkatkan maupun mengarahkan diri

serta telah berpengalaman porsi dukungan
dikurangi.

Dapat diberikan otonomi karena telah mampu

berdikari/mandiri.

Tahap awal

Tahap kedua

Tahap ketiga

Tahap keempat :

C. Sifat Kepemimpinan Pendidikan

Kepemimpinan pendidikan memiliki ciri utama yaitu
unsur pembinaan dan kualitas sumber daya yang lebih
menonjol. Untuk itu kepemimpinan Pendidikan setidaknya
tumbuh dan berkembang berlandaskan persyaratan utama.
Persyaratan utama itu bila ditinjau dari ajaran Islam setidaknya
harus memiliki :
1. Berpengetahuan luas, kreatif, inisiatif peka, lapang dada

dan selalu tanggap.
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kHal orang-orang yang beriman, a
gpadamu berlapanglah dalam majlis,
mscaya Allah akan memberi kelapang
Zﬁablla dikatakan berdirilah kamu maka
ah akan meninggikan orang-orang
Eengetahyan beberapa derajat” Allah me
amu kerjakan (Mujadalah-ayat 11).

£ Se:'”dak adil, jujur dan konsekwen
menS:"QQUhnya Allah menyuruh ka
(danvmr:paikan amanat kepada yang berhak 1
i uh kamu) apabila menetapkan

U Supaya menetapkan dengan adil (Al-

' “Bgrtang.gu,,g Jawab |
ke;zrat(;dfk'ah seorang membuat dosa
ngk atannya kembali kepada dirinya,
9 berdosa tidak akan memikul dosa orang

o

4. Selektif terhadap semua informasi

a:;l f;’;aing-orang yang beriman, jika datang k
teliti 3 9 membawa suatu berita, maka periks
Suatugir kamu tidak menimpakan suatu mus

aum tanpa mengetahui keadaa

men :
ayatyst?)t?abkan kamu menyesali perbuatan itu. (/

. Merperj :
" Daiqofg'tka“ Peringatan ataupun nasehat
aplah memberi peringatan, karena

Peringatan jty berm :
Al-Zariaat ayat 55).al'lfaat bagi orang yang berima

- Memberikan Petunjuk dan pengarahan

\\D T - its
'y :r?gk?:e' Jadikan diantara mereka itu pemimpin-pem!
mberi petunjuk” dengan perintah kami K€

mereka sabar. Dan a ,
. a -gyat K
(Al-Sajadah ayat 24), lah mereka menyakini ayat B
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7. Memberikan contoh teladan
“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian,
sedangkan kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri,
padahal karnu membaca al-kitab (Taurat)? Maka tidak kamu

berpikir (Al-Bagarah : 44).

8. Bersikap asih, asah dan asuh
" “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka, sekitarnya kamu bersikap kasar
lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu (Ali Imran ; 159).

9. Selalu mengusahakan kebajikan dan kesempurnaan.
b Dan perbuatlah kebajikan (kebaikan) supaya kamu
mendapat keberuntungan (al-Haj ayat 77).

Komponen-komponen itu mendukung untuk menumbuh
suburkan sikap terbuka pada institusi masyarakat dalam
menetapkan setiap langkah yang diambil.

D. Fungsi Kepemimpinan Dalam Pendidikan

Kepemimpinan pendidikan lebih ditekankan kepada
usaha/kegiatan untuk terselenggaranya proses belajar mengajar
dengan baik dan tercapainya tujuan pendidikan. Fungsinya
antara lain :

1. Mengembangkan kemampuan pribadi dalam melaksanakan,
memikirkan, mengemukakan pendapat baik secara
perorangan maupun kelompok. Dengan demikian diharapkan
semua kebijaksanaan menerapkan dan menjabarkan
kurikulum akan dipandang sebagai pekerjaan rutin dan mesti
dilaksanakan.

2. Mengembangkan suasana kerja sama yang harmonis dengan
tetap menghargai dan menghormati kemampuan pribadi
dan orang lain sehingga memupuk kepercayaan pada diri
sendiri dan kesediaan menghargai orang lain. Dalam suasana
seperti itu seluruhnya akan dapat berfungsi secara tepat
dan berpegang pada prinsip efektifitas dan efisien kerja
sehingga tujuan pendidikan dapat direalisasikan.
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Jawal? §|an kesepakatan dalam menangani seluruh masalat

gend'd”_‘a” dan pengajaran sehingga kesinambunganny
apaF dilestarikan. Dengan suasana itu dapat membentu

kondisi belajar mengajar yang sesuai. :

% (:"_imban.tu menyelesaikan masalah-masalah baik yan
dle:d:s' secara perorangan maupun secara kelompok
mengatasimembe” pengarahan dan petunjuk dalam
vang mem'l"JYa ie.rmasukj'uga membantu terciptanya suasan
dala b mka'? terjadinya peningkatan kesejahteraa

m rangka menciptakan moral kerja yang tinggi.

5. . . E ;
Sebagai inspirator yaitu mampu menumbuhkan inspirasis

inspirasi baru untuk menghasi ; .
a
pelaksanaan kerja. ghasiikan inovasi dalanff

2 Kepalljaegiigliim'k'aq seorang pemimpin pendidikan apaka:l

guru haruslah berf' Wa_k" Kepala Sekolah, Wali Kelas maupu
KOrekEOE Eandala ‘(‘1”95.' sebagai motivator, dinamisator, kreator
B’erkenar: dan Inspirator, juga supervisor dan advisory.
terimplementasik engan hal ini fungsi tersebut harus
pendidikan. Seba an dalam tugas yang diemban pemimpin
pemimpin .pendig'akl acuan sikap dan moral kerja maka setiap
Kepais Shei delm?l?' ha.ruslah memperhatikan kode etik.
kode etik guru DariI 'an juga guru haruslah memperhatikan
diketahui tugas-tuaa ukra'a" tentang fungsi tersebut dapatiah
garis besar dapat 9 . eP‘em'mDinan kependidikan yang secara
pat diperhatikan Pada bagan di bawah Se(?an kan

an diuraikan berikyt ini: ' i

r 385 -

Pidarta (1995) menguraikan tugas ini kepada tugas (1)
sebagai manager (2) pemimpin pengajaran dan supervisor (3)
pencipta iklim serta dukungan bekerja dan belajar yang kondusif
(4) sebagai administrator dan (5) koorinator kerjasama sekolah
orang tua dan masyarakat terurai tugas ini dipemicu lebih fokus
oleh Margono Slamet (1999) dalam peran kepemimpinan
pendekatan yaitu :

Berkomunikasi dengan jelas dan sabar.

Memusatkan perhatian pada peserta didik.
Membudayakan mutu (dalam segala hal).
Menyalakan motivasi proses pembelajaran.
Menampung aspirasi peserta didik.

Menetapkan struktur tugas, kewajiban dan tanggung jawab
dan hak masing-masing dalam kelas.

7. Mengkoreksi kebijakan yang ada bila perlu.

8. Mengatasi kendala yang muncul dalam proses B-M.
9,

1

oUAwWNE

Mengembangkan ciri-ciri kecil dalam PBM.
0.Mengembangkan mekanisme pemantapan dan evaluasi
keberhasilan secara terbuka dan adil.
11.Mengadakan kaderisasi bidang ilmu yang di asuh.
12.Memberdayakan peserta didik.
13.Memotivasi peserta didik.

Uraian Margono ini tampaknya lebih spesifik untuk
kepemimpinan pendidikan yang diemban oleh guru dan dosen

Berkaitan dengan pandangan terdahulu maka tugas
utama pemimpin pendidikan dapat diperinci kepada tujuh point
sebagaimana diuraikan berikut ini :

E. Tugas Kepemimpinan Pendidikan
Tugas utama pemimpin pendidikan adalah menjabarkan

tujuan pendidikan dalam tujuan sasaran, menyusun rencana
kerja, pengorganisasian dan pendayagunaan personel,
pelimpahan wewenang (pembahagian tugas), komunikasi, con-
trolling/supervisi serta evaluasi. Lihat bagan diberikut ini.
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Tuj
& s?:raaz F;ela'mca- Pengorganisasian & Pelimpahan
pean & pendayagunaan wewenang dan
P?g’_& personal tanggung
s jawab

Input Pelimpahan ‘
clgs , wewenang da Controlling/ ?
tanggu%g L — evaluatln?lw
jawab supervis 1
—> Out Put o

1. Penj .
enJaSt;zraagna;l;;L:‘aandl?fndidilfan Dalam Tujuan Sasaran 5
sebagai bagian dari t' etahui bahwa tujuan pendidikan adalah.

jawab kemasyarakatan dan kebarzggdin,,serta rasa tanggung

Tujuan Pendidikan Nas; i
mengkonstruksi dan menyusun
lembaga Pendidikan yang ada. Dari Tuju
kemudian dijabarkan Tujuan Kurikuler dan sejans
Tujuan Instruksional Umum dan dalam lingkj anjutnya menjadi

lebih kecil dalam Tujuan Instruksional khusupseperational yang

-17 -

Menjadi tugas kepemimpinan Pendidikan untuk
memahami sematang-matangnya tujuan Pendidikan Nasional
dan hubungannya dengan Tujuan Institusional serta
relevansinya dengan tujuan Kurikuler.

Sedangkan tujuan kurikuler harus dijabarkan kedalam
tujuan Instruksional Umum. Maka menjadi tugas kepemimpinan
pendidikan untuk menjaga relevansi dan intensitasnya sehingga
penar-benar mencapai target/sasaran. Pengupayaan pencapaian
target/sasaran ini menjadi tugas Pimpinan Pendidikan yang
utama disekolah sedang pencapaian target Tujuan Instruksional
<husus menjadi tugas utama guru di kelas.

Tujuan institusional dan tujuan kurikuler tidak saja harus
dirasikan dengan proses belajar mengajar tetapi juga harus
sinkron dengan sistem penyelenggaraan sekolah yang meliputi
(a) kepegawaian, (b) kesiswaan, (c) perlengkapan sekolah, (d)
ketatausahaan dan (e) hubungan masyarakat, kesemua sub
sistem kelembagaan harus mendukung pelaksanaan pencapaian
sasaran dan tujuan kurikuler serta tujuan institusional
pendidikan.

2. Penyusunan Rencana Kerja

Rencana kerja adalah merupakan garis-garis besar haluan
sekolah yang disusun berdasarkan hasil keputusan rapat kerja
sekolah. Pemimpin pendidikan bertugas untuk menyusun pro-
gram kerja ini sebaik mungkin. Program kerja yang disusun
dalam bentuk perencanaan pendidikan dan pengajaran ini
haruslah benar-benar mendukung pencapaian tujuan
pendidikan.

3. Pengorganisasian dan Pendayagunaan Personel

.Pengorganisasian bertujuan untuk mengatur pekerjaan
sebaik-baiknya, baik dari segi waktu, personel, dana dan
tanggung jawab serta prosedur yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas pencapaian tujuan.

Tugas utama pemimpin pendidikan dalam hal ini adalah :
(1). Memfunysikan semua aparatui yang ada.

HEngupayalan-seinua aparat pada struktur v d
dapat mal=ks R at p ur yang ada
dsdpoaroh' ulritkul?nril;gr’:r?ptel:;sf Seoptimal mungkin. Setiap orang

- L ) : alam hidarn »~va o i

efisiensi dan effektifitas kerja. Kt ki
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Pemun

: PembahagigS'an S€Mmua aparat ditujukan agar :

an kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

i g:g?!a pekerjaan dapat diatur,
u@ pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jenjangny

Spesialisasi da -
: Pat dimanfaatkan i
Meningkatkan disiplin dar semaksimalnya.

rentangan kontro| yang terjangkau

3

® 00 oo

mengerLtJincgle”n< kerja ini seorang pemimpin pendidikan
gan jelas apa yang harus diaturnya. Ada bef

pokok pertanya
yang diSUSUn);niar: tentang pengorganisasian ini sebagaiman

1. Why organize
g. How delegate
- How shouyid activities anthoiity

4. What kind g : \
Ut e

2 'c_,’rganiSation truChtﬁ:éty should be allocated thoght the
+ "OW much auothority 4

i y should be dj . o
tion structure (Koonts dan ODon:e'lsple;ssegd) s

(2) Job discriftion

hagi ol 2o
S 8 kerja ‘ini*penting agar tenaga dapat

dicsl Pemba
salurkan sepenyp
Penumpukan kerja. f¥a dan menghindarkan terjadinyd

(3) Job Analysis
Job analysis
mation relating to thIS the Process of study and colecting infor-

i : € Operat; ‘
Job (Flippo, 1961) tions and responsebijities of spesific

- ~791). Untuk e
PSPErapa prinsip analysis yaie 2 VSIS INi perlu diperhatikan

(b) Analisa jabatan
yang sudah
S 47 pembedaan bt o085
Ingga dapat disusun-prigrires > caPa
yang ada i Prioritas

alikb”‘/a digrelien
: €Dih jelas lagi.
kerja pada tiap bidang

(c) Analisa jabatan diharapkan dapat menghindarkan duplikasi,
salah pengertian disamping untuk mendeteksi keperluan
alat dan skill agar yang bersangkutan dapat menjalankan

tugas dengan baik.

(4) Spesialisasi Tugas

Pekerjaan yang berbeda-beda dan dibebankan kepada
seorang personal akan mengakibatkan kejenuhan dan
kelambanan serta terpercayanya perhatian. Tugas rangkap harus
dikurangi dan sedapatnya dihilangkan. Secara psycholois per-
sonal akan terdorong bekerja dengan adanya spesialisasi sesuai
minatnya dan kejelasan pekerjaan yang harus dilakukan.

(5) Pelimpahan / Pendelegasian Wewenang
Setelah pembagian tugas dan spesialisasi kerja maka
kepada personal dengan jabatan dan beban tugasnya perlu
diberikan dengan tepat serta kekuasaaan dan tanggung
jawabnya. Kegiatan pembagian tugas disebut pendelegasian
wewenang. Pemimpin yang terlalu banyak dibebani tugas rutin
dan teknis tidak dapat memikirkan dan menetapkan
kebijaksanaan untuk mengembangkan dan memajukan
organisasi karena itu perlu pendelegasian wewenang ini.
Pendelegasian wewenang pada hakikatnya menambah
kuat organisasi wewenang yang menumpuk pada seorang justru
menjadikan lembaga itu kecil sempit dan dangkal serta tidak
maju.
Dalam pendelegasian wewenang ini agar sampai pada
maksud sebenarnya perlu diperhatikan :
a. Pemberian kepercayaan yang penuh pada personal yang
ditunjuk
b. Wewenang yang didelegasikan terurai jelas.
C. Disertai tekni pengawaan yang efisien (menetapkan sistem
built it control)
d. Disesuaikan dengan besarnya organisasi dan lokasi
pekerjaan serta kwalitas tugas yang harus diselesaikan.

g Pendelegasian ini sekaligus institusi perkaderan yanq
Intinya menumbuhkan kepemimpinan pada orang yang dipimpin
dan sekaligus peningkatan kwalitasnya.

-20 -



Pada Pengorganisasian PBM seorang guru harus mampu
mengorganisir kelas, materi pelajaran, sarana fasilitas, waktu
dan metode serta siswa. Dalam hal ini seorang guru harus
memahami teknis tersebut, guru memerlukan pengetahuan
tentang teknologi pendidikan, teori belajar, psychologi
paerkembangan dan administrasi kelas.

Guru juga harus melakukan persiapan test serta

menganalisa test itu disamping melakukan pengawasan/
supervisi secara terus menerus terhadap proses belajar

mengajar.

(6) Pendayagunaan Personel
Pemanfatan tenaga sesuai k
_ . emampuan dan Vi
:t)atlacp bidang dan unit kerja memerlukan :
ara pengaturan kerja berdasa jeni )
: dan daerah kerja. anieni
) Penghematan tenaga kerja atau menyesuaikan

pekerjaan -
sia-sg', yang digarap sehingga tidak ada tenaga

(7) Supervisi
Pengawasan sangat :

t : penting dalam pelaksanaan tuga
szrrl:;ama agar jangan menyimpang dari sasaran yang ditetapkat
urrlltuk meningkatkan kwalitas kerja
enurut penelitian : g

yang efektip adalah : pengawasan atau span of contml,
Eg Ut g‘it:i:ggll((attpimpinan menengah 3 - 5 orang, sedangka
: at pimpinan bawahan k

rutin dan teknis adalah 7 - 11 orangarena s

dan sarcl; u;:' atdalah. pimpinan yang menempati jabatan vital
siswa/i sgebas rategis. Setiap saat guru berhadapan dengan
tugas yang |e%?|.l, unsur kepemimpinan seorang guru memiliki
yang dikemukate 4ok Walaupun pada dasarnya tugas-tugas
berbeda aksentuan- diatas juga arus dilaksanakannya, tetapi
jelas dan mencak:;' ::anl)l?i?skr? R ue afhnya. Untulc S
anas pada ba i s ¥s
PembahDaas;n tentang pengelolaan kelas, gian tersendiri dalam
Penja barann:UrJT]uaanna g::::,t k:;as terutama yang menyangkut.
' r
pedoman taxonomi Blooms, Tujuaang;lnr:trdap_at menggunakan

dijabarkan dalam tujua
ni
operasional sifatnya. ntruksional khusus yang lebi
Sedangkan untuk pro
mester guru harus menyiapkan GBpp (gaf'isr?):ssaerlzr::oia;zlf:l;

pengajaran yang menggambarkan
target kurikulum). Secara kronologis pencapaian
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Jakarta 2000, 44

Margono Slamet, ke g b
N REED e arar
Makalah, 1999, pinan Untuk Proes Pembelajaran

MANAGEMENT PENINGKATAN MUTU
BERBASIS MADRASAH

Pendahuluan ;
gampak kemajuan Iptek dan persaingan era globalisasi
menuntut adanya kemampuan dan kualitas untuk
mengakses kemajuan dan memenangkan persaingan dalam
semua aspek kehidupan. Keunggulan kompetitif dan komparatif
serta kreatif dari SDM menjadi suatu keniccayaan. Krisis multi
dimensional yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997
| telah membuka mata semua pihak bahwa menghadapi krisis
sebagai dampak persaingan global tidak hanya memeriukan
kualitas keunggulan SDM tetapi juga memerlukan perubahan
‘ mendasar pada sistem pemerintahan serta sosial budaya
termasuk sistem pendidikan. Terutama untuk menciptakan
kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan dan percepatan
perkembangan dan kelugasan untuk meningkatkan mutu dan
memanfaatkan peluang yang ada serta mengatasi ancaman
dan merespon segenap tantangan.
Upaya reformasi dilangsungkan dimulai dengan melakukan

otonomisasi sistem dari sentralisasi ke bentuk disentralisasi
pemerintahan.

Balan?i};ir%e}f: ik ;‘_‘hpadlil Hersey, Management of Organiz‘
o1 vion, Third Private Printi ia Private
Limited, New Delhi, 1978, Ice Hall of India Pr 2
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Sesungguhnya upayanya ini oleh banyak kalangan dipan

Sudah sangat terlambat sebab bentuk itu adalah merup
amanah h

Ta?un 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. L
Pelaksanaan uji coba diatas dengan PP No. 8 tahun :

Realisasi perubahan menjadi dis . 2 140
setelah dikeluarkan UL N g. entralisasi sepenuhnya be

Kemudian untuk mendudukk ' "
: an suatu sistem pendidikan
Nasional yang dapat Menampung aspirasi dan eneresp"

perubahan dan mengantisij j
aentisipasi pertumbuhan dan kemajuar
kedepan serta memiliki ketahanan, luwes, tangkas dan

telah disahkan yy Sisdiknas No. 20 tahun 2003 sebaga

Pengganti UU No, 2 Sj : :
reletin fns isdiknas tahun 1989 yang dipandang tidak

lebih kecil di daerah yang bersifat otonom.

2 Nang Fatah, Landasan Manajemen Pendldlkan, Band

1996, him. 17, Ung, Remaja Rosda Karya,

o

Sebagai dijelaskan pada penjelasan UUSPN No. 20 tahun 2003,
visi pendidikan Nasional terwujudnya sistem pendidikan sebagai
pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan
semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia

. yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab

tantangan zaman yang selalu berubah®dari visi itu dirumuskan
misi pendidikan Nasional sebagai berikut :

(1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat In-
donesia, (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan
potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir
hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belakar, (3)
meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan
untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang
bermoral, (4) meningkatkan keprofessionalan dan akuntabilitas
lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan nasional dan
global, (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam
konteks negara kesatuan RI%.

A. Disentralisasi Dan Hubungannya Dengan Penyeleng-
garaan Pendidikan

UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah
memperinci berbagai bidang yang dilimpahkan wewenang untuk
diurus pemerintah daerah dan yang tetap diatas secara terpusat
(pasal 7 ayat 1 dan 2). Pada pasal itu dijelaskan kewenangan
daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang
Pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama
serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain itu
adalah perencanaan nasional, pengendalian pembangunan
nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem
adminstrasi negara dan lembaga perekonomian negara,
Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,
Pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang
Strategis, konservasi, dan standardisasi Nasional.

¥ Penjelasan atas UUSPN No. 20 tahun 2003, Tambah
; A an Lembaran Negara R
tahun 2003 Nomor 78, No. 4301, him. 2. Sy
4 Ibid., him. 3
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: Berdasarkan pasal
bidang yang didisentralisa
daerah tidak mereprentasi

lebih bermakna sebagai kawasan otoritas atau satuan wewer

yai_tu lembaga pendidikan
baik pendidikan sekclah
menurut istilah UUSPN No

7 ini, maka pendidikan turut seba
sikan. Dalam dunia pendidikan k
satuan kawasan atau wilayah te

sesuai jenis, jenjang dan jalurny
atau luar sekolah dan keluar
- 2 tahun 1989 dan pendidikan for

mal, non formal, informal, pendidikan usia dini, pendidikan

keagamaan, kejuruan dan
No. 20 tahun 2003.

Relimpahan weweryang pengelolaan pendidikan P‘;a!':
dimaknai sebagai : 1) penyerahan

kompetensi,

3. Proses pembelajaran yan
4. Evaluasi, akreditasi da

memberdayakan.
5. Peningkatan ke

kependidikan. .
6. Penyediaan sarana bela
7. Pembiayaan pendidik

pemerataan dan berkeadilan.

pendidikan khusus menurut UU:

9 mendidik dan dialogis.

professionalan Pendidik dan tenaga

jar yang mendidik,
an yang sesyaj dengan prinsip

e fy e

N sertifikagj Pendidikan yang

8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.
9. Pelaksanaan wajib belajar.

10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.

11. Pemberdayaan peran masyarakat.

12. Pusat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan

" Nasional.

Pada strategi ini pengembangan management
pendidikan yang otonom peningkatan mutu dan pemberdayaan
peran masyarakat menjadi sangat diprioritaskan sesuai dengan
visi pendidikan nasional, terwujudnya sistem pendidikan sebagai
pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan
semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia
yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan
yang berubah.

B. Management Berbasis Madrasah (MBM)

1. Pengertian MBS/MBM

Management berbasis sekolah/Madrasah adalah pola
pengelolaan managerial pendidikan yang berpusat pada
kemampuan management/pengelolaan sepenuhnya oleh
sekolah. Pada strategi pendidikan Nasionai dirumuskan
pelaksanaan otonomi manajement pendidikan, pemberdayaan
peran serta masyarakat, pengembangan MBS menjadi prioritas
utama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Management berbasis sekolah/Madrasah merupakan
pola pengelolaan sekolah yang mengandalkan partisipasi
masyarakat dan. kemandirian dalam menyelenggarakan
organisasi/lembaga pendidikan. Dengan pola management ini
pendidikan yang berlangsung pada suatu lembaga pendidikan
dapat lebih cepat, lugas dan dinamis memberdayakan potensi
dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan serta dalam
merespon dan mengantisipasi kebutuhan dan ancaman dan
tantangan sesuai kondisi sekolah/lembaga dan daerahnya

masing-masing.
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Perubahan pola sikap, pikir dan prilaku organisasi it

am hal ini plaining, organizing, directings
lahldilakukan secara terpadu
i P prilaku organisasi transparansi;
ab ; P .

llitas, Professional, berorientasi pasar;
rprenourship realistis sesual

kan penyelenggaraan
rasi peningkatan mutu
S dan efesiensi karena

S Yang mandiri ini

Disisi lain kondisi ini akan menumbuhkan daya kreatifitas dan
kemampuan untuk bersaing secara komperatif kompetitif serta
kreatif inovatif. Berbagai masalah baik dalam bentuk kelemahan,
peluang, tantangan/ancaman segera dapat dianalisis dan
dicarikan langkah-langkah solusi antisipasi dan responsinya.

c. Langkah-langkah Penterapan MBS

Dalam menerapkan pola MBS yang pertama dilakukan
adalah restrukturisasi sekolah yang dimulai dari pengembangan
aspek organisasi, yaitu : (1) memperbaharui atau
mengembangkan struktur organisasi sekolah sesuai besarnya
tuntutan tugas dalam rangka professionalisme sumber daya
manusia dan pencapaian peningkatan mutu sekolah sesuai
ekspetansi (harapan) pelanggan pendidikan, (2) membentuk
komite sekolah sebagai lembaga mandiri mitra sekolah yang
berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan dengan
memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga,
sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat
satuan pendidikan, (3) memantapkan arah dan kebijakan
sekolah, kepala sekolah bersama dengan komite sekolah dan
guru-guru perlu merumuskan visi, misi kegiatan dan strategi
peningkatan mutu sekolah melalui efektifitas pembelajaran, (4)
pengembangan kurikulum yaitu dengan membuat relevansi
kurikulum dengan kebutuhan murid dan masyarakat daerah,
sistem evaluasi, (5) peningkatan kualitas SDM sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab, (6) pengembangan dan pembinaan
organisasi serta kegiatan bakat, minat siswa, (7) penggalian
dan peningkatan sumber pembiayaan sekolah dan sarana dan
prasarana, (8) menggalang dukungan dan partisipasi
masyarakat melalui komite sekolah ataupun mitra, LSM
pendidikan, (9) sistem kendali dan baku mutu meliputi
kualifikasi dan karakteristik, mutu baik input, proses maupun
output, pembiayaan delivery system (metode penyampaian
materi ajar) pelayanan kepada custumer (siswa, orang tua dan
masyarakat).

o 8



d. Pengembangan Struktur Organisasi L
Ada beberapa bentuk organisasi ; (a) line, (b) lined

staf, serta (c) fungsional. Dalam MBS bentuk organisasi ya
Sesuai adalah bentuk yang ketiga. Bentuk fungsion
Memungkinkan semua staf dan aparatus berfungsi d
menjalankan fungsi secara dinamis dan kreatif.
_Hubungan dengan komite sekolah/madrasah bersif
kemitraan, dialogis, konsultatif dan saling melengkapi. Komi
Secara organisatoris memiliki kewenangan legislatif dan ad
Sory serta supervisj dan partisipatory serta asistensi.

dengan melalui men isi
mel: ganalisis secara
dan subjektif organisasi dan kondisi

D. Penutup

buka, Kual
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14300
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BAB IV

-
PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN AGAMA |
BERBASIS KOMPETENSI ’

o |
-
i

Pendahuluan

CS’ ebagai suatu sistem, pendidikan merupakan upaya
yang dilaksanakan secara sistematis, terencana,
terorganisir dengan tujuan yang jelas. Pencapaian tujuan
ters_ebut berlangsung dalam proses yang disebut dengan
kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran atau proses
Pencapaian tujuan pendidikan ini ditentukan dan
dlpengaruhi berbagai komponen atau sub sistem lainnya
baik raw input, instrument input dan juga oleh enviromental
Input. Raw input berupa cara dan kualitas sistem
rekruitmen siswa, kualitas dari siswa yang diterima antara
kualitas siswa dan sistem rekruitmen saling terkait satu
sama lainnya. Instrumental input seperti metode, media,
sarana, fasilitas, management, sistem prosedural, tenaga
guru dan pegawai atau SDM lainnya dan kurikulum yang
dipergunakan. Sedangkan inviromental input adalah
kondisi lingkungan sekolah, keadaan sosial ekonomi
peserta didik, perubahan dan tuntutan dunia kerja.
Komponen atau sub sistem ini tentunya dapat mendorong
dan dapq‘t dipergunakan untuk pendukung kemajuan serta
penyempurnaan proses / kegiatan pembelajaran.
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Berbagai unsur dari komponen itu tidak dapat
dikesampingkan tetapi ada dua unsur komponen dari sub sistem
itu yang dapat dominan pengaruhnya yaitu tenaga pendidik
serta perubahan dan tuntutan dunia kerja. Tenaga pendidik
berhubungan langsung dengan siswa sebagai fasilitator-moti-
vator proses belajar mengajar, manager dalam aktivitas
pembelajaran serta penciptaan kondisional untuk pencapaian
hasil belajar yang optimal yang bermakna bagi peserta didik.
Peran itu secara subjektif harus memperhatikan analis
kebutuhan perkembangan yang prospektif dan secara objektif
merespons berbagai implikasi perubahan termasuk tuntutan
dunia kerja:

Di sisi lain berbagai tantangan yang dihadapi seperti krisis
yang berkepanjangan, rendahnya HDI SDM Indonesia, era
globaliassi yang menuntut kualitas dan kemampuan kompetitif
memiliki competitive advantage, comparative advantage dan
inovative advantage. Ancaman disintegrasi, kebangkrutan
nasional, sosial unrust, keamanaan yang tidak kondusif, jaminan
hukum yang lebih menyebabkan perlu adanya perubahan-
Perubahan yang mendasar dalam bidang pemerintahan dan
juga dalam sikap perhatian kepada proses pembelajaran dan
Penyelenggaraan sistem pendidikan.

Tuntutan demokratisasi, pemberdayaan masyarakat,
otonomi daerah, perbaikan kualitas SDM dan peningkatan mutu
Seémua aspek kehidupan kini telah bergulir menjadi kebutuhan.
Latar inilah yang mendorong dilakukan berbagai perubahan
dalam bidang pendidikan yang pertama perubahan orientasi
kurikulum menjadi KBK dan digantinya UU Sisdiknas No. 2 tahun
1989 dengan UUSPN No. 20 tahun 2003.

Rerubahan ini membawa perubahan besar pada sistem
Pendidikan terutama sistem proses pembelajaran. Para pendidik
Mau tidak mau harus menyambut perubahan ini dengan gembira
Serta segera mengadaptasikan diri pada perubahan tersebut.
Pada sisj lain perubahan itu sendiri bertujuan dan mendorong
untuk terjadinya perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan

aik penentuan hasil belajar, proses, penilaian maupun
Pengembangannya di sekclah atau madrasah.
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A. Paradigma Baru Pembelajaran

Upaya peningkatan kegiatan belajar haruslah dem
adanya perubahan paradigma dari paradigma lama
paradigma baru. Paradigma baru itu mencakup par
tentang peserta didik, peran pengajar/pendidik serta bah
Proses pembelajaran serta evaluasi. Paradiama
menghargai potensi kemanusiaan peserta didik, per
bertugas dan berperan membantu berkembangrya P
potensi peserta didik seoptimal mungkin menuju a
diri, sedang bahan pelajaran adalah seluruh inform
kondisi yang memungkinkan berkembangnya potensi pe
menjadi kompetensi dalam uraian hasil belajar yang =i
dicapai. Pencapaian hasil belajar itu ditentukan oleh inaikat
pencapaian hasil belajar vang diupayakan dalam langkat

langkah pembelajaran.

Perbedaan paradigma baru dan pembelajaran lama ‘

diperhatikan pada tabel di bawah ini :

baru

‘.

Masa Lalu Masa Kini dan Masa Depan |
Posisi | Posisi Sifat | Posisi | Posisi | Sifathu=|
Guru Murid | Hubungan | Guru murid | bungan
Pendi- | Peserta Pater- | Pemimpry | Individu/ 1 ]
dik/Ora- | didik/ nalistik | Pember- | kelompok Demoklatjs
ng Tua anak dayaan | potensial %
Yang | Penerima | Feodalistik | Produsery Pekerja/ | Saling *
memberi/ | yang mana- | pelanggan | membu- |
mengasi- | dikasihani ger/pe- tuhkan/ |
hani layan kefjasama‘li
Peja bat/ | Bawahan | Birokratis Fasilitator/ Partisipan | Kemitraan
Birokrat | yang nara dialogis |
memiliki sumber

Diadaptasi dari DP. Tambubolon,

Dikti
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11,1999, -/Ica,
99, Proyek Heds /Ica,,:: Keenam prinsip hendaklah dilakukan secara terpadu dan

B. Langkah-langkah Peningkatan Kegiatan Pembalajaran

Berdasarkan paradigma baru itu maka upaya peningkatan

kegiatan pembelajaran di Madrasah dapat dilakukan depga_n
langkah-langkah : (a) Pemantapan pendekatan, (b).pnnsm
kegiatan pembelajaran, (<) prinsip motivasi belajar, _(d)
penvediaan pergalaman belajar, dan (d) pencapaian
kompetensi.

a. Pemantapan Pendekatan

Sebagai guru Madrasah Aliyah dan lainnya, langkah

pertama dalam peningkatan kegiatan pembelajara.n adalah
pemantapan pendekatan. Dalam kegiatan p.embela]aran ada
enam pendekatan yang telah dirumuskan yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pendekatan rasional bahwa dalam proses pembelajarap
diupayakan siswa dapat menyerap informasi s_erta tegr_l-
teori dengan penalaran baik induktif, deduktif, analisis
maupun replektif.

Pendekatan emosional, dilakukan dengan menggugah dan
mengembangkan kemampuan menghayati prilaku
keagamaan dan peradaban atau budaya.

Pendekatan pengamalan, proses pembelajargq haruslah
membuka peluang kepada peserta didik untuk
fempraktekkan, dan mengamalkan serta merasakan/
mengalami langsung hasil pengalaman ibadah dalam
menghadapi tugas-tugas kehidupan.

Pendekatan pembiasaan, memberi kesempatan untuk
bersikap dan berprilaku sesuai ajaran Islam dalam berbagai
konteks dan persoalan pendidikan. : ;
Pendekgtgn fungsional dengan menyajikan bahan ajar dari

“segi'manfaatnya dalam arti yang luas pada kehidupan

sehari-hari.

Pendekatan keteladanan menempatkan diri pada proses
pembelajaran sebagai model dan sekaligus referensi dan
juga bercermin bagi peserta didik.

. Sistemik.
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b. Prinsip-prinsip Pembelajaran BT
Dalam upaya peningkatan pembe

beberapa prinsi i i
\ P penting sebagai langkah pe
dlteragkap guru yaitu : 7 ¥

n perbedaan? dapat dikemb
n personal. gk
dengan melakukan proses p
kukan dengan lebih meng
mengalami langsung. Prinsip ini penting
karena melalyj membaca siswa hainya m

melalui mendengar 20%, melihat 30%, melalulu'

dan melihat 50%, melalui penguraian 70%,
Penguraian dan

pengalaman dapat mencapai

pr_oporsional da
Prinsip belajar
haruslah dila

2)

3) Prinsip mengembangkan kemampuan sosia
Pembelajaran haruslah berlangsung deng
mengembangkan networking, jaringan kerjasama
entuk interaksi pembelajaran.

4) Prinsip men

gembangkan keingintahuan, imajina

fithrah bertuhan,

5)

mencari solusi.

g::r?::g ;"zngemgangkan kreativitas peserta didik. :
ngembangka kan ilm
dan teknolog;, gkan kemampuan mengguna
Menl:lmbuhkan kes
Belajar sepanjang

6)
7)

8 k.
) adaran sebagai warga negara yang bai
hayat, :

10 :
) isi, kerjasama dan solidaritas.

bermakna

; dividual itu ada yang somati . '
Arif S. Sadiman, gk na | yang somatic, audilis, visualis, dan intelektualis:
Pustekom, Diep. ;.Pl:ed;a Pendidikan, Pengertian Pengemban

Grafindo Persada, dalam rangka ECD Proyect USND 1996
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9an dan Pemanfaatannya: ¢

c. Prinsip dalam motivasi Pembelajaran

1) Kebermaknaan, menumbuhkan minat fjan kg;adaran akan

kegunaan dan manfaat materi yang dipelajari.

Pengetahuan dan keterampilan prasyarat adanya pzoses.

memanfaat pengetahuan sebelumnya untuk mengetahui
uan yang baru. :

II\J/I(i;:jge?,ta|:r:ercorzltohgan ataupun profil moditifik‘asi §ebaga|

fakta nyata sehingga siswa lebih termotivasi untuk

melakukan ataunun melaksanakan.

Komunikasi terbuka, komunikasi yang terbuka mendorong

saling pengertian, kenyamanan dan dinamis, tanpa tekanan

dan tidak membosankan.

Keaslian dan tugas yang menantang.

Latihan yang tepat dan akitif.

Penilaian tugas.

Kondisi dan konsekwensi yang menyenangkan, perlu

disertai reward.

9) Kerdgaman pendekatan.

10) Mengembangkan keragaman kemampuan.

11) Melibatkan sebanyak dan sebaik mungkin indra.

12) Keseimbangan pengaturan pengalaman belajar®

2)

C. Penyediaan Pengalaman Belajar

Langkah penting lainnya dalam peningkatan
pembelajaran adalah penyediaan pengalaman belajar. Guru
harus mengkondisikan situasi kondisi belajar agar siswa
memiliki peluang untuk mengalami atau belajar dengan

~ melakukan (learning by doing). Pada prinsip belajar telah
diungkapkan proporsi kemampuan siswa menyerap dalam
Pengalaman belajar. Gradasi Efektifitas belajar tersebut dapat
a dilihat di bawah ini

¥ Bandingkan dengan Strategi Contextual Teaching Learning, Depdiknas,

Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, 2002.

- %D



Yang Diingat

10% ——»p
20% ———p
30% \) lihat
30% —» Llihat dan dengar\
e OO 5 AR o | "
90% %-)L uraikan dan lakukan
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Pencapaian Kompetensi i
Langkah menentukan untuk peningkatan pembe
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untuk terus memantapkan dan mengembangkan wawasan sert )
kompetensi perly terys dilakukan guru secara pribadi maup .
kelompok serta sistemik. Semoga.
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Pendahuluyan

. isis multici A
gs 5;1( Taa;j krisis multidimensional yang sudah berlangsuf
kritikan taja N 1997, pendidikan nasional mendapat sorote

k m dari berbagaij kal e ion
digambarkan berkualitas reg Sraan pengidine
tahun inj tida

Seutuhnya. pen
memiliki andi]

k berhasil mewy

utamanya namun suatu hal
kualitas.

-

ndah dalam kurun waktu lima pultf
judkan manusia Indonesi

Pendidikan nasional yang rendah itu adalah korban dari
sistem politik bukan sebaliknya sistem politik korban dari
kualitas rendah dari pendidikan. Justru itu berbagai tuntutan
reformasi seperti penterapan prinsip demokrasi, desentralisasi,
keadilan, dan menjungjung hak azasi manusia adalah sangat
sesuai dengan kebutuhan dan serta proporsional perkembangan
ideal sistem pendidikan.

Selain prinsip-prinsip itu merupakan prinsip dasar asli
pendidikan, penterapan prinsip itu akan memberi dampak yang
mendasar pada kandungan, proses dan manajemen serta
pendidikan. Dalam prinsip itulah kemajuan ilmu pengetahuan
teknologi yang berkembang pesat bersama dampak dan
tuntutannya dapat direspon dan diakses dikembangkan dalam
segala aspek kehidupan.

Dikarenakan sistem pendidikan nasional telah
terkooptasi selama ini sehingga kehilangan jati diri dan
keberdayaannya bahkan telah invertensi maka perlu ada
pembaharuan-pembaharuan. Diantaranya pembaharuan
kurikulum, dalam bentuk diversifikasi hukum yang dapat
melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam,
diversifikasi jenis pendidikan yang dilaksanakan secara
profesional, penyusunan standard kompetensi tamatan secara
nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat,
Penyusunan standard kualifikasi pendidik yang sesuai dengan
tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional, penyusunan
standard pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan
Sesuai prinsip pemerataan dan keadilan pelaksanaan,
Manajemen berbasis sekolah dan otonomi pendidikan tinggi,
Penyelenggaran pendidikan dengan system terbuka dan multi
makna, penghapusan diskriminasi sekolah negeri dengan
SWasta, agama serta pembedaan antara pendidikan keagamaan
dan pendidikan umum.

Secara fundamental pembaharuan aspek-aspek tersebut
haruslah diawali dengan adanya visi baru pendidikan nasional
Yang menggambarkan misi pendidikan nasional yang kongkrit
Serta strateginya yang menjadi dasar untuk penetapan struktur

onsep undang-undang pendidikan nasional yang akan menjadi
Panduan pembangunan pendidikan nasional.
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terkoPada tatanan operasional akibat sistem pendidikan ¥
la optasi itu terjadi kelemahan manajerial sesuai def
aporan Bank Dunia dengan topiknya Education in Indoné
from Crisis to Recovery mewujudkan bahwa kelema
Ee”d'd'kan nasional Indonesia berada pada dua tatanan yé
omponen birokrasi pengelola pendidikan dan komp
E:lr;ge'or:a sekolah.' Kedua kelemahan komponen ini mé
Untuk an Manajerial yang mempengaruhi kinerja
UK mencapai tujuan pendidikan. 4
tidakDéafn;Ea~ra sebab-sebab yang membuat manajemen
(khus ektif antara lain : (a) pada umumnya kepala
da|amusnya sekolah negeri) memiliki otonomi sangat
e o rT(\jengeIoIa Sekolahnya atau memutuskan pengal? r’
mem iliLi iya. (b) pada sisi kepala sekolah sendiri miereka kure
(C;kecil eterampilan untuk mengelola sekolah dengan b
Dadaha|nya Peran serta masyarakat dalam pengelolaan SeK°
dari peraper;?lehar! dukungan masyarakat merupakan bad
Unturll -tepem'mp'“a" kepala sekolah (Jalal, 2001, 1%
nasional t |'; qalam melakukan perbaikan mutu pendl'
20 Tahun 3 go diundangkan sistem pendidikan nasional N ;
pembahary 3 yang menginplementasikan berbagai tuntst
sistem pendé_lcrll_kdan upaya perbaikan kelemahan manaje
undang ini tl |I an nasional tersebut. Dengan adanya undar
oleh semua pe |ahk ada landasan kerja yang dapat dipedom
dan men atpe'a U pendidikan untuk meningkatkan kinerja
Makaglar??:rbgrbaga' kelemahan selama ini.
upaya Deningklat:;uDaya untuk memberikan kontribusi g
Peningkatan kualit.-::;uf(l:3 pendidikan nasional dari asp

menghadapi tuntutan
. Undang- i |
Nasional No. 20 Tahun 2003 tgrgselg:ﬁang o e

A. Kepemimpinan
Pendidikan Kepala Madrasan dan pempaharuat

Pembaharuan sj idi
bahan Istem pendidikan haruslah berawal d2

oy et )
Isi dan misi dan strategi penyelenggaraé

pendidikan. Perubahan ity iadi
Sistem pendidikan baik peng?ne]gjad' landasan pengembang?

manajerial atau perilaku orae angan kurikulum maupun p
sekolah atau madrasah. Janisasi penyelenggaraan pendidike
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Setelah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional disahkan maka pendidikan nasional dewasa ini memiliki
visi yaitu “Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial
yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga
negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang
berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan
zaman yang selalu berubah”. Dengan visi itu maka misi
pendidikan nasional dirumuskan sebagai berikut :

¥

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan

memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak
bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam
rangka mewujudkan masyarakat belajar

Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses
pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan
kepribadian yang bermoral.

Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga
pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan,
keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan
standard nasional dan global dan,

Memberdayakan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip ekonomi
dalam kontek Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi itu pencapaian pendidikan

harus diupayakan oleh segenap provider pendidikan kepala
madrasah dan para tenaga pendidik dan kependidikan berfungsi
mengembangkan lembaga pendidikan yang dipimpinnya
menjadi lembaga yang berkemampuan penuh. Mereka harus
Mampu mengembangkan segenap potensi sumber daya tenaga
Pendidikan, sumber daya dana dan fasilitas, sumber daya
Manajemen, sumber daya peserta didik mencapai tujuan
Pendidikan yaitu manusia berkualtias “beriman, bertaqwa pada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang berkarakter
Serta bertanggung jawab.
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Dengan demikian kepemimpinan |
madrasah yang selama ini terko%ptasl :&,as'
perintah atasan harus berubah menjadi
mer:n”'ki inisiatif serta tanggung jaw
terpegr? Mbangkan lembaga yang dipimpinn
madraia"]a oleh kebiasaan petunjuk dari at
pER an atau sekolah harus mampu menyu:

gembangan, melakukan analisis keb

nt serta porto polio. Membangun net
Un‘:ra,?ata sosial yang ada dan lembaga
sekolah dar . MEWUjudkan peran itu kepala
apat mengacu pada strategi pendidika

disusun dal
nasional ya;t,al'? rangka undang-undang sisten

i it Pe'aksanaa ;
N pendidi
Pengemban kan agama serta akhlak

an d :
kompetens, g an pelaksanaan kurikulg

Proses g
Evalua'sJie r::iajara" yang mendidik dan dialog

memberdayakad'taS' dan sertifikasi pendidika

Penin n ;
epeng;?igg keprofesionalan pendidikan dan. "
Pengelolaan siste ,
embiayaan
Pemerataan ¢
Penyelengga

m belajar yang mendidik

pendidikan yang sesuai dengan prif
an berkeadilan v . A

raan yang t 3

+: l;:'la'l((sanaan wajib belgaj::bUka Ras merata g

11, Per:bZ?gaan menagement pendidikan n

12. Pusat pe ;);auadn Peran serta Masyarakat b
13. Pelaksanaan p:nya:vr\:ai:n Pembangunan masyarakat

(lihat penjelasan UU No ';g«'-#am gt pendidikan nasiors

pendekatan total quality management untuk menjalankan
konsep manaaemen berbasis madrasah sesuai dengan pola
management yang dianjurkan untuk diterapkan dewasa ini.(W.E,
Deming, Paine dkk 1992, 10-13) juga Glasser (1992)
mengarahkan ada 14 butir untuk mencapai pendidikan yang
bermutu.

1

7 3

- mengendalikan diri,

Menerangkan secara terus menerus berbagai tujuan
pengembangan siswa, pegawai dan pelayanan pendidikan
Mengadopsi filosofi baru yang mengedepankan kualitas
pembelajaran dan kualitas sekolah. Dalam hal ini pihak
manajemen harus mengambil prakarsa dalam
meningkatkan mutu ini.

-Guru harus menyediakan pengalaman pembelajaran yang

mengarah kepada pencapaian kualitas kerja peserta didik
harus berusaha mengejar kualitas tersebut dan menyadari
Jika tidak menghasilkan out put yang baik costumer mereka
tidak akan menyukainya.

Menjalani kerja sama yang baik dengan pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholders) untuk menjamin bahwa in-
put yang diterima berkualitas.

Melakukan evaluasi secara konstitusional dan mencari
terobosan-terobosan pengembangan sistim dan proses
untuk peningkatan mutu dan produktivitas pendidikan.
Para guru, staf lain dan murid harus dilatih kembali dalam
pengembangan mutu. Guru harus melatih siswa agar
menjadi warga dan pekerja masa depan dengan
mengembangkan kemajuan dan keterampilan untuk
mengambil keputusan dan
memecahkan masalah.

Kepemimpinan lembaga yang mengarahkan guru, staf dan
Siswa untuk mengerjakan tugas pekerjaannya lebih baik.
Di dalam pengelola kelas guru hendaknya lebih banyak
Menerapkan visi kepemimpinannya daripada inspeksi
kepengawasan.

Menghilangkan ketakutan dalam arti semua staf diberi
kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menemukan
Masalah dan cara-cara pemecahannya termasuk guru harus
Mampu mengembangkan kerja sama dengan siswa untuk
meningkatkan mutu pendidikan.
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9. Menghapuskan penghalang kerja sama diantara staf, gl
dan murid atau diantara ketiganya. :

10. Menghapuskan slogan target atau desakan yang bernuan
pemaksaan dari luar, 3

11. Kurangi angka-angka quota ganti dengan penerap
kepemimpinan karena pendapatan quota justru axi
mengurangi produktivitas dan kualitas.

12. Hilangkan perintang yang dapat menghilang ¢
kebanggaan para guru atau siswa terhadap penilai
kecakapan kerjanya. ‘

13. Sejalan dengan kebutuhan penguasaan materi bat
metode-metode atau teknik-teknik baru maka harl
disediakan program pendidikan atau pengembangan ¢
yang berkelanjutan bagi setiap orang dalam lembag
sekolah tersebut. '
14. Pengelola harus memberikan kesempatan kepada semt{

pihak untuk mengambil bagian atau peranan dalal
pencapaian kualitas kerja. i

i
1

Tawaran Deming itu menyarankan kepada kepala sekolq
madrasah dalam merespon perubahan untuk mencapai kualite
pendidikan yang memerlukan komitmen, kesungguhan da
kemauan mengembangkan semua kecakapan kepemimpin
kependidikan, baik kecakapan fungsional, memotivisir, menil
mendidik serta kesediaan untuk bekerja sama dengan semu
pihak yang berkepentingan dengan dunia pendidikan daf

tanggung jawab yang penuh dalam mengembangkan amanal
sebagai pemimpin. ~

B. Peran dan Fungsi Kepemimpinan Madrasah
Memberdayakan Sekolah
Peran dan fungsi kepemimpinan madrasah dalaf
pembaharuan pendidikan menjadi sangat menentukan sesud
Undang-undang Sisdiknas pasal 51 dinyatakan bahwa satuaf
pendidikan dilaksanakan berdasarkan standard pelayanan min
mal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

S5

Dalam menjalankan fungsi dan perannya itu kepala madrasah
dituntut untuk mengembangkan kepemimpinan yang
berdasarkan prinsip otonom, akuntabilitas jaminan mutu dan
evaluasi yang transparan (pasal 51 ayat 2 UU Sisdiknas No. 20
Tahun 2003.

Dari diktum itu kepala madrasah harus berperan dan
berfungsi menjalankan standard pelayanan minimal yang berarti
sekolah harus berorientasi pada espektansi pasar atau
stakeholdersnya. Yaitu masyarakat sekolah dan masyarakat
Pendidikan. Madrasah harus lebih profesional dalam
menjalankan aspek profesional manajerialnya. Menurut Mulyasa
(2002, 28) dalam kerangka penyelenggaraan MBS kepala
sekolah madrasah harus (1) memiliki kemampuan berkolaborasi
dengan guru-guru dan masyarakat sekitar, (2) memiliki
Peémahaman dan wawasan luas tentang teori pendidikan dan
Pembelajaran, (3) memiliki keterampilan untuk menganalisis
situasi sekarang berdasarkan apa yang seharusnya serta mampu
memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan situasi
sekarang, (4) memiliki kemauan dan kemampuan untuk
mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan
efektifitas pendidikan di sekolah, dan (5) mampu memanfaatkan
berbagai peluang menjadikan tantangan sebagai peluang serta
Mengkonseptualisasikan arah baru untuk pendidikan.

Kemampuan manajemen itu pada intinya adalah
k°f.'f1petensi untuk menumbuh kembangkan fungsi manajerial
baik dalam penataannya maupun operasional. Dalam
menggerakkan potensi ini kepala sekolah/madrasah haruslah
menjalin kerja sama yang terpadu. Terutama dalam
menggerakkan partisipasi masyarakat sebagai basis dari
otonomi sekolah/madrasah, sehingga seluruh sumber daya
dapat diberdayakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Partisipasi itu tentunya tidak sama pada pengawasan
endanaan tetapi juga dalam bentuk terbukanya peluang
“"tf’k Mmemberikan masukan bagi pengembangan dan
Peningkatan kualitas pendidikan.

atay p
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::g'::ggil r;:asyarakat itu meliputi peranan persec ang
°fganisas; kEIuarga, organisasi, profesi, pengusa
pengendali emasyarakatan dalam penyelenggarz
tersebut d ALY o Pglayanan pendidikan. Peran me
pendidik apat‘e""ba'—%ﬁ"Sumber pelaksanaan dan pengguna &
'dikan (Pasal 54 U SPN No. 20 Tahun 2003). [
Agar dukungan dan partisipasi meningkatkan daq';j
akuntabir::taazraséh harus menjalankan prinsip-prlns‘ip’f-;‘v\
segala Sesuat:J yaitu mf.mbenkan laporan pertanggung '*:- - |
oleh stakehold yang dijalankan secara periodik dan dapat d aut
analisis keb ters, b) kontrot mutu, 1) yang disusun berdasaikd
l<eberh;,1s“ar:J uhan dan kelayakan serta indikator pencapaid
ol atau muty pendidikan, 2) kelompok kerja v}c
i oy tgrus menerus melakukan evaluasi dan upay
review p;gntl::'tas kinerja guru dan mutu pembelajaran; 3
transaparansi Fan t.:la.n hearing dengan stakeholders:
terbuka denga’n PriNsip ini harus dilakukan sepenuhnya secﬁ
diakses dan dij membangun suasana yang kondusif untuk dapd
an dicermati semua pihak. |

C. Ke : 4 {
P:Z;I:pdman Mad{-asah dan Partisipasi Masyaraklg
madrasah ju an fungsi manajerial serta kepemimpiné
Juga harus dikembangkan dan ditingkatkan dalar

Pemberdayaan participaci
Sisdiknas No. 2 partisipasi masyarakat, Dalam Undang-undanq'

kepala

Kedudukan komite madrasah sebagai mitra kepala
sekolah dalam menjalankan managemen baik tatanan, penataan
dan operasional ini harus dapat diberdayakan oleh kepala
madrasah. Upaya untuk meningkatkan peran kepala madrasah
dapat dilakukan dengan beberapa langkah sambii menunggu
peraturan pemerintah yaitu :

1. Menyusun dan membentuk komite madrasah dalam bentuk

perluasan fungsi tugas dan mekanisme prosedural

organisasi BP3.

Mensosialisasikan fungsi dan peran komite madrasah

3. Mensinergikan kepemimpinan madrasah dengan komite
madrasah.

>

Sebagai mitra (fatnership) kepala madrasah dan sekolah
dalam menjalankan fungsi manajemen maka kepala sekolah
dan komite madrasah harus mengembangkan kerja yang
bersifat koordinatif, konsultatif dan sharing serta sinkronisasi
dengan prinsip mutualisme simbolis.

Posisi madrasah sebagai satuan pendidikan yang
berkiprah mengupayakan peningkatan mutu menghendaki
dukungan berbagai aspek dari sumber daya baik sumber daya
tenaga pendidikan dan kependidikan, sumber daya dana,
Ssumber daya fasilitas. Peran komite madrasah dapat
diberdayakan untuk mendukung sepenuhnya keperluan
tersebut.

Berbagai analisis kebutuhan dan kelayakan dalam
Mmenyusun perencanaan peningkatan kualitas pendidikan dapat
dikonsultasikan dan didiskusikan untuk mendapat masukan
dalam entri point solusi dan penyusunan program termasuk
dalam upaya penggalian dan pengadaan dana pendidikan
Ferutama dana yang bersifat operasional, dana usaha, dan
Investasi maupun dana talangan.

. Sebagai mitra sekolah komite madrasah harus pula
be"S}n.ergi dalam memberikan masukan dan sumbangan
Pemikiran dalam evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan.
Agaf. tidak terjadi maladjusment maka kepala madrasah
Sebaiknya menempatkan posisi setara dan memanfaatkan
sebagai mitra kerja.
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Sedangkan komite madrasah memposisikan sebaga'i(mi
fasilitator yang siap mendukung dan secara kritis :d v
memberikan masukan. Inisiatif untuk terbentuknya kondisiya
kondusif ini sebaiknya lahir dari pemimpin madrasah. -
Penutu end
Pl:enterapan otonomi  pendidikan d::ﬁ
Mmengembangkan manajemen berbasis madrasah S
menuntut kepala madrasah melakukan perubahan me']‘u
Berbagai perubahan yang dikemukakan pada makalah in d
meningkatkan peran kepala madrasah terutama se v
ditetapkannya Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahq
pada dasarnya tertuju pada peningkatan kecakapan Pl_")f gt !
] dalam penataan maupun operasion 4

ebut berakar pada perubahan wawasan
Paradigma kepala madrasah untuk lebih mengembangkan ';“
dan fungsi kemandirian dan membangun kerja sama ("et‘”,_,,
ing) tidak terpenjara pada petunjuk dan arahan dari ata
Adanya kemandirian kemajuan untuk menjadikan tantan )2

yang tinggi menjadi prasyarat ytama untuk peningka

kepemimpinan kepala madrasah tersebut,

Partisipasi semua pihak haruslah diberdayakan d
digerakkan sepenuhnya untyk

pada setiap satuan pendidikan

n khusus Manajemen sekolah dalan
bentuk sertifikasi dan st

udi lanjut adalah suatu keniscayaa
yang perlu direalisasikan Seégera. Semoga bermanfaat.
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BAB VI

PENGEMBANGAN WAWASAN
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN

C}%ekanisme kE'Embagaan pendidikan Sepenuhnya berge
Rah Zerdafsarkan fungsi dan peran kepemimpinan pendidikal

an fungsi ini ada dari leqiti 5 dimiliki. sesi
level otoritas atauy i gitimasi yang seil

Lektor Kgpala berpendidikan minimal strata tiga. '
= ar[])lt'lembaga_pendidikan swasta legitimasi itu diperolef
g '9a cara : cara pertama diangkat atay ditunjuk olef

yayasan, cara ini yang terbanyak dilakuk
Sal . an oleh ayasal
pendidikan swasta, kemudian cara kedua dengan p%i:?li%a}fl' dar
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Seorang pemimpin pendidikan dapat pula diberikan wewenang
menyusun stafnya tetapi ada juga yang seluruhnya diangkat
oleh yayasan. Pimpinan hanya menerima saja untuk dapat
bekerja sama dengan stafnya itu.

. Secara hirarkis kepemimpinan pendidikan terdiri dari
top leader, midle leader dan low leader. Hirarkis itu dapat dilihat
pada bagan di bawah ini. '

Top leader Kepala sekolah
Midle leader PKS/PKM, Kepala Tata Usaha
Low leader Wali kelas - Guru

Bagan 1 : Hirarkis Kepemimpinan Pendidikan

Hirarkis ini menunjukkan level dan luasnya tanggung
jawab atau wewenang serta alur pertanggung jawaban. Semua
aparatur itu merupakan team work dengan pimpinan utamanya
Kepala Sekolah/Madrasah. Dengan posisi itu Kepala Sekolah
S€cara manajerial bertanggung jawab mengelola, mengurus
agar lembaga pendidikan yang dipimpimnya berkembang dan
memperoleh kemajuan dari masa ke masa. Kepala Madrasah/
Sekolah harus mampu menggerakkan para guru memberikan
Peémbelajaran efekfitf, membina interelasi yang baik agar
tercipta ikiim organisasi yang positif, bersemangat, aktif dan
Produktif serta harmonis dan kompak. Kepala Sekolah harus
mampu mendorong terhadap penumbuhan kreatifitas, disiplin,
dan. S€mangat belajar siswa, serta budaya sekolah. Dengan
POsisi seperti itu Kepala Sekolah/Madrasah manjadi motor
Penggerak sumber daya manusia, sumber daya alat, dana, serta
Sumber daya sekolah lainnya seperti steakholder dan juga share-
holder. Kedudukan strategis dan potensial ini tentulah
menghendaki kapasitas Kepala Sekolah/Madrasah yang prima,
terutama sangat diperlukan dalam menjalankan manajemen
berbasis sekolah/madrasah. Pada manajemen berbasis sekolah/
Madrasah Seorang Kepala Sekolah adalah juga seorang manajer
Sekaligus pemimpin,
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Kedua peran ini haruslah dijalankan sekaliguﬁ“
Mmemadukan kedua posisi ity menjadi perilaku kep i
di bawah ini dikemukakan perilaku manager dan p

MANAJER ‘
= Mengelola - Melakukan perub !
- Mereplikasi program - Mengembangkan
- Berfokus pada sistem dan program

struktur lembaga >
Mengendalikan perilaku
warga

= Menggunakan
jangka pendek
Menekankan pada waktu dan | -
prosedur penyelenggaraan
= Menerima status quo s
= Melakukan tindakan dengan | -
benar
Menanggulangi kompleksitas | -
Merencanakan,
menganggarkan untuk
mengatasi kempleksitas -
Mengembangkan
kemampuan

pembelajaran ~§ )
- Berfokus pada Warga:
Pandangan | - Menggunakan pan
jangka panjang
Menekankan pada a ‘
mengapa program d
Menentang status qu
Melakukan sesuatu

pembentukan visi 2
Mengarahkan orang u‘
bekerja berdasarkan visi -

untuk [ - Menjamin memotivaSi"
melaksanakan rencana mengilhami orang ageé
melalui pengorganisasian dan berusaha melaksana p |
Penyusunan staf rencana

- Menjamin Pencapaian
rencana melalui Pengendalian
dan pemecahan masalah
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i impinan
erampilan Kepemimpina : )
o Peng:ﬂg?nug?anml;etyang pmendukung kepglr::]mg:]rliz
keterampi
idi ng sukses adalah | :
pend]?rl\g:rr\]gk);an o?ganisasi. Dibawah ini bebe_rapg kets;e:jr::j;i);(lgrr:
umnetrl‘.l%(eitu yang harus dikembangkan pemimpin p

adalah sebagai berikut :

g P Tujuan
angan Visi, Misi dan R b la
% Penth;rl\;IrJn n'?enjalanI(an kepemimpinan seorang kepa

idi i rus
madrasah ataupun pimpinan lembaga pendldlkaf:/:?in?tyj r:l‘(an
RS bengkan visi kepemlmpmannya.ealistis Seperti
menggambarkan cita-cita masa dep'arhl yang rdi masa. iy
apa keadaan, kualitas lembaga pencjudlkan 1t'u Ay
Visi merupakan ultimate goal dari kepemiimpencapai i
tersebut. Visi menjadi arah yang jelas U”tfik i By
keberhasilan masa depan. Visi yang baik da i
menumbuhkan komitmen dan memoﬁlva5| seTa-cita/tujuan
~dalam lembaga sehingga mampu mewujudkan CrlnengantisipaSi
utama itu menjadi kenyataan. Selain itu mampu
oo dss::sisi lain visi menjadi bench mar.km‘? (kil:lr;iiktaannf;:l;
kekhasan) yang membedakan dan menunjuk akr;li s AN
atau lebih (advantage) dari Iimbaga lainnya, sekalig ‘

keberhasilan lembaga. =

¥ 8 u‘:/l:sri dirumuskan dengan lebih dahulu melalkl;l;nsz‘;gi:
intervening ke masa depan, apa saja yang diper l;i " B
depan dan untuk apa serta seperti apa organisa e
depan. Memahami kebutuhan masyarakat serta o s
Madrasah. Rumusan visi itu harus mampu dlsosl',llet i
kepada semua personal. Pimpinan haruslah secar:: v ’is s
dalam merealisasikan visi itu dalam rencana stra g
ren is. -

can?/it:ik:aim bentuk ultimate goal itg .harusl'ah dli)aabaarl::\un
ke dalam misi. Misi menjadi tujuan spesifik (.jzrl lefrgkus? S
Misi seperti layaknya visi haruslah t.erpermCI. gr;i B el 1o
Memuat jangka realisasinya. Selanjutnya misi dip
dengan tujuan yang lebih spesifik.

- 08 -



Bagan 2 0O U
Model Pengembangan Sekolah

Visi, misi dan

Elemen Inti tujuan sekolah
Kurikulum dan Sum erd
pengembangan— risik
kurikulum 3
- — Daftar sl
SDM — Pemasard
Manajemen Strukﬁ
Sekolah dan | +— pendeka
Pengembangan manajer
Program b
l Sumber
Kesejahteraan — keuangar
siswa :
Monitoring dan
mekanisme evaluasi
Pendidikan efektif
(Diadaptasi dari Davies, 1999, 8) T

2. Komitmen Terhadap Mutuy

: R ngan ekspektasi si ral
masyarakat dunia kerja serta pemerintgh. Kom?tm:f; ioni .

penting dalam penyusunan KBK,
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Joseph M. Juran mendefinisikan bahwa mutu itu adalah
“kesesuaian untuk pemakaian”, “terbebas dari kesalahan”, Juran
sebagaimana juga Deming dalam menentukan ukuran kualitas
haruslah memperhatikan permintaan dan kebutuhan pelanggan.

Menurut Juran ada lingkaran kualitas yang dinamai
dengan spiral of progress in quality meliputi customer, product
development, operation, marketing, customer further develop-
ment. Kualitas itu mulai dari dan berakhir pada pelanggan.

Menurut Sallis, kualitas ada dua macam yaitu kualitas
absolut dan relatif. Kualitas absolut pencapaian standar tertinggi
sedang relatif berpeluang untuk terus menerus mendapat
peningkatan. Kualitas dalam pengertian kedua ini memiliki dua
aspek yaitu pengukuran untuk mencapai spesifikasi tertentu,
standar kualitas baik, kualitas pembelajaran, maupun kualitas
layanan administrasi yang tersusun dengan baik itu dapat
t_iipublikasikan kepada pelanggan. Standar kualitas itu sebagai
Jaminan yang harus dipenuhi. Jaminan ini disebut quality as-
surance. Setiap pimpinan harus mengintroduser jaminan
kyalitas tersebut kepada para pelanggan. Komposisi SDM dan
sistem pelayanan dapat dijadikan selling point bagi lembaga
pendidikan sehingga masyarakat membelinya. Selanjutnya
standar kedua adalah terpenuhinya permintaan dan harapan
pelanggan. Untuk hal ini perlu sharing sekolah dengan
steakholder dan juga dengan shareholder.

3. Membangun Kesadaran Diri dan Komunikasi

Kempimpinan yang berhasil adalah yang secara terus
Mmenerus melakukan self assesment, mengembangkan
kesadaran tentang dirinya. Self assesment itu tertuju untuk
Memahami kekuatan dan kelemahan tingkah lakunya dalam
Upaya memperbaiki prestasi, meningkatkan konfidensi dan
Memahami orang lain.

Penilaian diri untuk membangun kesadaran diri diawali
dengan membangun kualitas diri. Lesly Kydd menyatakan
zEOrang pemimpin pendidikan harus memiliki tiga

ecer_dasanyaitu kecerdasan profesional, personal dan
Menajarial (Kydd, 1996).
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Kecerdasan profesional merupakan kecakapan fungsion
yang diperoleh melalyi pendidikan berupa keahlian
keterampilan teknis melakukan pekerjaan profesion:
kependidikan Seperti pengembangan kurikuum, perencand
pembelajaran, strategi pembejaran, evaluasi dan “”i
pendukung pembelajaran. el

Kecerdasan personal kemampuan untuk mﬂia
hubungan sosial paijk tataran sosial maupun P"°ﬁe_s‘w |
Kecerdasan Managerial sekolah kemampuan beke”asa.
dengan mengerjakan sesuaty melalui orang lain. Kemampua
dasar dar; kecerdasan managerial ini adalah :
1). Kemampuan Mencipta (selalu mempunyai ide-ide bag b-

memperoleh solusi untyk berbagai problema yang ,t’"
dihadapi, mengantisipasi berbagai konsekuensi
pelaksanaan berbagai keputusan, mampu memperguna ¥
berpikir imajinatif (lateral thinking) untuk menghubung
S€suatu dengan lainnya yang tidak bisa muncul dari anails

Fian Pemikiran empirik, menggunakan imaginasi da
intuisi). 4

2). Kemampuan membuat rencana (mampu menghubungkal
kenyataan sekarang dengan kebutuhan hari esok
mengenali apa yang penting dan benar-benar mendesak
mampu mengantisipasi kebutuhan mendatang, mamp!
melakukan analisis). '

3). Kemampuan Mengorganisasi meliputi (mamp!
n tugas dan tanggung jawab yang fai

an secara tepat, berada di depan sadt
awaban, tenang dalam menghadap

. Sesuatu kepada orang lain, perkumunikasl
me{alun tulisan, membuat orang lain bicara, bijak, berterima
kasih dan mendorong untyk Maju, memelihara agar setiap
orang memperoleh informasij yang diperlukan, selalu
mengikuti dan memanfaatkan teknologi informasi).
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3). Mampu memberi motivasi meliputi (mampu membgrl

inspirasi, menyampaikan tantapgap yang realistis,

membantu orang lain mencapai tujuan da.n tgrget,
membantu orang lain untuk menilai kontribusi dan
encapaiannya sendiri). ‘

. &ampﬁ melgkukan evaluasi (mampu membandingkan
antara hasil yang dicapai dengan tujuan, melakukgn
evaluasi diri, evaluasi terhadap pekerjaan orang lain,
melakukan tindakan pembenaran setiap saat).

Pengembangan kecerdasan tersebut a.kan
menumbuhkan kerja sama dan mengakselerasikan kemajuan

Pencapaian tujuan menjadi lebih cepat.

4. Membentuk Kerjasama Tim i
Kerjasama tim yang solid sangat diperiukan, hal ini
berdasarkan pemikiran, penyelesaian pekerjaan, kecepatan dan
kerapian dari dua orang atau lebih akan lebih baik dari seolzang
S3ja. Membentuk tim yang solid BEhiimpin henda nyti
Melakukan motivasi untuk menyepakati visi, i Bamng /
Prosedur, Pendelegasian wewenang dan pembagian tugas.
\aN99ung jawab, beradaptasi pada perubahan, member{
kepercayaan dan respek yang tinggi terhadap masyaraka
sekolah, membiasakan kerja dalam tim, merayakan S e
tim, menilai keberhasilan.
5 Mengelola Konflik i bi
+ Perbedaan pendapat sesuatu yang wajar, tetapi bllz

Perbedaan ity menjadi pertentangan dapat mengg_a.nggri
Jalannya roda organisasi. Konflik itu biasanya t'sltd:rtlimbul

€rapa jenis yaitu konflik dalam diri individu. Kpnﬂu |r; i
arena perbedan harapan dan kenyataan. Ketidak i Cacbwa
€Ngelola konflik bathin dapat menimbulkan frustatSI:;ian #4r
Yang menyebabkan ada pelampiasan dari kefrus at.f Keblua
kekecewaan ity pada tindakan yang cenderung negatit. tidak
konflik antar individu biasanya disebabkan Persamgt?:rlanjut
sehat, interest, egoistis dan gengsi. Konfik ini dqp:;i

& konflik kelompok yang membahayakan organisasi.
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€ tugas tumpang tindih, miskomunik
ketergantungan tugas satu dengan lainnya, kompleksit
organisasi, batas waktu yang tidak masuk akal, pengambi
keputusan yang tidak tuntas atau tidak dihadiri pimpini
puncak.

. Untuk mengelola konflik ini dapat dilakukan dengan &
menciptakan iklim yang sehat, melakukan penghindard
mengakomodasi, kompromi (win-win solution), kolaborasi.

6. Pengambilan Keputusan

Seorang emim ; ikut sertall
berbagai pihak P Pin sebaiknya mengi

Suaty Yang terkait dalam merumuskan suatu ke |

karen: ts:‘:\“ Staupun suaty pekeriaan rutin. Hal ini leoit
Y2 Menjad awab men

keDUtusan ity Jadi ikut bertanggung j 4

disamping secara langsung memaharmi
tWjuan keputusan itu.“(A e

7. Kebi:‘saan Untuk Terus Menerus Melakukan Pe o )
wogajar dan belajar sendiri dari orang la

gi?aie‘;kean’::’g:ivasi untuk melakuan learning ‘

diri seperti diskusi N iklim belajar dan saling membelajal

ukar menukar informasi dan sebggar;:;:_gana“ " .
8. Ke
mampuan Mengelola Resiko

Yaity mem i
i Perkecil ¢
atau kebijakan karena tida;;rrl

10. Memiliki kemam
kewirausahaan

B. Pengembangan dan Pengenalan Terhadap Managemen
Berbasis Sekolah

Kepemimpinan pendidikan hendaknya selalu terus
menerus melakukan pengembangan wawasan terutama
terhadap paradigma baru managemen pendidikan. Dewasa ini
sistem pendidikan nasional diarahkan untuk mengembangkan
pola management berbasis sekolah sebagai implikasi dari
otonomisasi sektor pendidikan pada daerah.

MBS telah mulai ditetapkan sejak tahun 1987 di USA.
Hasilnya menunjukkan sekolah yang menerapkan MBS hasilnya
lebih baik, sejak itu MBS dipakai di seluruh Amerika dan juga
diadaptasi beberapa negara lain seperti Canada, Australia, New
Zealand, dan bahkan Hongkong yang memulai MBS pada awal
dekade 1990an (Dohou, 1999, 37, Dede, 2004, 266). Untuk
Mmengetahui bagaimana efektifitas MBS di berbagai negara di
bawah ini dikemukakan perjalanan beberapa negara.

1. Brazil

Brazil melakukan otonomi pendidikan dengan dua
Pendekatan yaitu pertama memberikan otonomi keuangan
dalam bentuk grant berdasarkan jumlah siswa yang terdapat
dan memberikan otonomi administrasi serta paedagogi pada
Pemerintah lokal. Kedua membentuk komisi sekolah yang
beranggotan guru, orangtua dan murid. Melalui dua pendekatan
litU Brazil berhasil memperbaiki mutu pendidikannya antara
ain':

a.

Meningkatnya efisiensi pelaksanaan pendidikan.
b.

Pemilihan pimpinan/kepala baik tingkat lokal maupun
sekolah yang yang dilakukan lebih objektif dan terbuka
ternyata dapat menghiangkan praktek nepotisme yang
negatif,

P'?-“gembangan penerapan profesionalisme melahirkan

efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.

d. Meningkatnya hasil ujian akhir dibanding tahun-tahun
Sebelumnya 20%-41% (1994 dibanding 1992).
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o Argentina

Pelaksanaan otonomisasi pendidikan di Ar
mengalami kegagalan, Kegagalan itu bersum
Pemerintah

kebijakan inj tigajk disambut positif dan berdampak
sekolah dan menimbulkan kesenjangan antara daer +
daerah miskin, E,

Mengantisipas; kegagalan ini pemerintah pu
mengalokas;i

kan anggaran sehingqga dapat meng
sekolah dan Masyarakat, o

3. Philipina

Otonomi Pendidikan dilakukan dengan '
Wewenang Pengambilan putysan pada tingkat lokal. Kebi
Ini telah berhasi| Mmeningkatkan efisiensi administrasi |
Pengurangan

Pegawai secara besar-besaran dan peng
biaya administrasi. Ma

Mpu membayar gaji guru teplt,, ‘
dan Melaksanakan Pelatihan secara profesional. Disampin
Pun mampy Membiayai makanan tambﬂh’“]

Mi pendidikan dilak 3
S Sistem Pendidikan Setempat dan kebutt

orga
Mmenjadi sedegrhana i Penyelenggaraan pendidik

Sesuai den i .
tuntutan hidup yang sebegr?:rrt\untman e |
(o Terpenuhlnya tuntutan .

serta akseg kesem ata b
Pria dan Wanita s s i,
d. Otonom; lokal

mengelo|
fungsional. - tenaga

Berdasarkan pengalaman beberapa negara ternyata ad§
yang sukses dan ada yang gagal dalam menjalank.an otonomi
pendidikan. Berdasarkan hal itu penetapan olt(onoml :endiafk;\;l:

it ra komprehens
memperhitungkan segala sesuatu seca
seksa‘:na. Bila dicermati ada beberapa hal yang menyebabkan
kegagalan antara lain:
1. Pelaksanaannya tergesa-gesa :
2. Kurang jelas pembahagian kewenangan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah
Kemampuan keuangan daerah terbatas
SDM yang belum memadai _
Kapasitas menagement daerah belum memadai
Restrukturisasi kelembagaan daerah belum m_atang
Pemerintah pusat belum siap kehilangan otoritasnya

e g8 oo I8 e

Justru itu bila otonomi pendidikan akan ‘di.berla.kupkan
hal-hal yang menyebabkan kegagalan haruslah d|h|ndar.|. daari
Pemimpin pendidikan harus da'pat mengatatsaln ngat
mengantisipasi hal itu dengansbiekesggietlma mematang

anaan MBS ter .
segala E?\i%?(tlr‘;\z:aa:sami otonomi sekolah dan pol.a MBS gcla,rlu
dikenali apa saja yang diotonomisasikan atau dldelegak51‘;::
menjadi kewenangan sekolah. Beberapa pakar mengemuka
Pandang:&rm.l Bj and Spink (1992) tidak sebatas peng-aturani
alokasj waktu serta implementasi kurikulum dan strategi tet?p_
Juga Pengetahuan, teknologi, kekuasaan, memutuskan, ma9 ;3)
fal, SDM, waktu. Selain itu Bullock dan 'Thomas.(19 :
Menambahkan penerimaan siswa, assesment, informasi, founar-‘
ing, Sedangkan Murphy (1995, 48) menyatakan kewenang
sekolah secara otonom memutuskan bersama mitra
horizontalnya ada lima yaitu perumusan tujuan, perencar_maaasrfi
Dembiayaan, personalia, kurikulum dan struktur organis
(Dede, 2004, 248-270).
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ahli itu dicermati mak :
e [Mmaka sesungguhnya unsur yang
ot ghv mencakup yang dikemukakan pakar la
'r:;?ir:r?:kur kesiapannya apakah SDM dan faktor
Tampakunsur itu telah dapat diupayakan atau m
e nrga Suatu masa persiapan adalah suatu
nerapkan MBS. Persiapan itu dilakuka

VAW R

Bila unsur-unsur yang diotonomisasikan

ingin atau akan diterapkan pimpina

I\l:l:latih dan mempersiapkan SDM
matangkan rencana sistem pendidikan

Membangun kemit
raan d
Merubah paradigma oo steakholder

Mengembangkan budaya kemandirian
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BAB VII

PIMPINAN SEKOLAH/MADRASAH D
PEMBENTUKAN SCHOOL COUNCI!
(KOMITE MADRASAH)

@ 'l(arzta_ra Permasalahan pendidikan yang paling p
rendahny:'a,ln td an menantang bangsa Indonesia
pendidikan :hu pendidikan pada setiap jenjang dan
Berbagai u:sah USUsnya' pendidikan dasar dan me
pendidikan naa .te'ah diupayakan untuk meningkatkan m
peningkatan slonal seperti  pengembangan kurikuLt
Pengadaan bu::wtu guru, perbaikan sarana pend
manajemen se;:J ,dan alat peraga, serta peningkatan M
MUty pendidik olah. Namun demikian, berbagai indikal
berarti, gek ,an bekun menunjukkan peningkatan Y@

olah atau madrasah telah menunjukk

Peningkatan muyty _— jukk
namun pada ym Sendldnkan yang cukup menggembiraka

memprihatinkan, | Sccadian besar lainnya M
Keb-- , 4
memberd;J;ak:: otonomi daerah yang dimaksudkan untd
N daerah dan masyarakat dalam rangf

meningkatkan keseiak e
termasuk bidaneseJahter aan dalam segala bidang kehidupaF

sebagai upaya eg u;_)tendndlkan. Kebijakan ini harus diartika
dan peningkatanq 'ty dan quality improvement (pemeratad
improvement MUtu) pendidikan, Upaya equity dan quali
kepada lemp Pendidikan  dengan memberikan otono

°0a pendidikan dalam bentuk MBS harusll
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didukung dengan partisipasi masyarakat pendidikan kepala
sekolah dan juga sekolah sebagai pimpinan pendidikan harus
dapat melengkapi unsur-unsur penterapan MBS di
lingkungannya masing-masing. Sekolah ataupun madrasah
sebagai unit terpenting dalam upaya peningkatan kualitas
pendidikan tentunya harus membangun sinergi dengan
masyarakat sekolah dan stakeholder serta potensi lainnya
dalam masyarakat. Sekolah/madrasah juga harus mampu
menyahuti berbagai macam tuntutan lokal sehingga
keikutsertaan dan kepedulian masyarakat terhadap
pengembangan pendidikan menjadi sangat antusias dan
signifikan.

Hubungan yang baik dan mendukung harus dibangun

dalam suatu sistem jaringan kelembagaan formal yang
terorganisir. Keperluan ini diwujudkan dalam suatu wadah
yang berdasar undang-undang disebut dengan nama Komite
Sekolah atau untuk madrasah disebut Komite Madrasah.
Dalam mengembangkan MBS di madrasah ini kepala
madrasah dalam pembentukan Komite Madrasah dapat
merujuk kepada pedoman Komite Madrasah yang diterbitkan
Depag RI cq Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
Tahun 2003. Pedoman tersebut disusun berdasarkan
keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor
Dj.11/409/2003. Dalam pedoman itu dijelaskan antara lain
sebagai berikut :
Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang
Pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi
Pandangan, aspirasi, dan potensi masyarakat, sekaligus dapat
menjamin terwujudnya demokratisasi, transparansi dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu
Wadah tersebut adalah adanya Dewan Pendidikan di tingkat
kabupaten/kota dan Komite Sekolah/Komite Madrasah di
tingkat satuan pendidikan (Sesuai pasal 55 dan 56 UU Sistem
Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

Konkritnya pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah merupakan amanat rakyat yang tertuang dalam UU
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasicnal
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éz:icti;knas) dan UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang
- a?l;gunan ~Nasional ~ (Propenas) 2000-2004.
Otozom_ai;am bidang pendidikan ini selaras dengan
L cll aerah. Pelaksanaan pendidikan di daer
beby iserahkan kabupaten/kota, melainkan jug

erapa hal telah diberikan kepada satuan pendidi

melainE:;yi, menjadi tanggung jawab pemerintah U
skt ) o rJa 9a pemerintah propinsi, kabupaten/kota,
consep parotua dan masyarakat. Hal ini sesual
2 l’ticipat? 'Sipasi berbasis masyarakat (commuty bas
hanya mt;r:‘)' ;ia n konsep manajemen tersebut, kini ti
Penerapannyjaad'i In‘zljizana-" FEtapi telah mulai dilakuki
Balitbang Depag R1). esia (lihat Pedoman Komite Mad'
P;n;z;rllit:ah -kte'ah melaksanakan rintisan sosialis:
Komite Sekolah s:j'an pembentukan Dewan Pendidikan d
terdapat bebera ' beberapa propinsi. Hasil sosialisasi |
Dewan Pendid'kpa kabUPaten/kota yang t3|ah membe':
sendiri, B b' an dan Komite Sekolah dengan inisiat
berkesim uI:r agal kalangan menyambut baik @@
Komite SZkolnhba'h Wwa keberadaan Dewan Pendidikan d
meningkatkana dipandang .strategis sebagai wahana untu
kalangan m mutu pendidikan di Indonesia. Beberap:
pendidikan aSyarak.at serta para pakar dan Pengab
5 tk‘/ang diminta memberikan masukan dalam upaye

gkatkan mutu pendidikan, pada umumnya antusias dar

mendukung sepenuhnya ¥
Komite Sekolah terseb\lll.nt.pembenuIkan i P

untuk

: mutu pendidikan yand
rl\tu Upaya yang serius dan
sistem  manajemen suatu

diunggulkan. Oleh karena
terencanakan dan perbaika
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keniscayaan. Diantara perbaikan itu adalah pembentukan
Komite Madrasah sebagai suatu langkah strategis dalam
upaya peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.

Dalam Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas
menyatakan bahwa Komite Madrasah adalah lembaga mandiri
yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas
sekolah serta tokoh masyarakat dan berfungsi memberikan
pertimbangan tentang manajemen madrasah, dan bahwa
Komite Pendidikan adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan berbagai unsur masyarakat dan berfungsi
memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan
dan menjamin kualitas pendidikan di tingkat pusat, propinsi,
dan kabupaten/kota.

Keberadaan Komite Madrasah merupakan prasyarat
mutlak bagi implementasi manajemen berbasis madrasah
(MBM) yang efektif dan efisien. Dasar hukum yang digunakan
sebagai pegangan dalam pembentukan Komite Madrasah,
adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang: No. 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia No. 44/U/2002 Tahun 2002, tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

4, Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam
Departemen Agama RI No. Dj.II/409/2003 tentang
Pedoman Pembentukan Komite Madrasah.

Sedangkan dasar hukum dalam penyelenggaraan
Madrasah diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990

tentang Pendidikan Menengah
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tal
tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pe

Nasional. ,
4. Keputusan Menteri Agama Republik I
Nomor 368 Tahun 1993 tentang M
Ibtidaiyah }
5. Keputusan Menteri Agama Republik In
Nomor 369 Tahun 1993 tentang M
Tsanawiyah

6. Keputusan Menteri Agama Republik ""‘»
Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aiy

1

.

Salah saty tujuan penyusunan Pedoman Umum Kom
Madrasah

ini adalah dihrapkan pula dapat menjadi ma
utama bagj

I pimpinan madrasah untuk melaksanakan r
Organisasi Komite Madrasah. Selain itu diharapkan pula

Menumbuhkan kreativitas dan inovasi bagi para Penges
dan masyarakat madrasah. Panduan ini bukanlah mefuf
satu-satunya rujukan. Pihak pemerintah, madras.ah f'
Masyarakat dapat memperkaya dari sumber lain y’
relevan,

Panduan tentang Komit
akan oleh pihak-pihak s
1. Para Pejabat yang

Pendidikan di seti

e Madrasah ini diharapkan dap:
ebagai berikut :

terkait dengan dalam bidia'
ap daerah yang akan memberika

digun

dukungan dalam  proses pembentukan @ k
memperiuas peran, fungsi dan keanggotaan Kom‘“
Madrasah,

. Orangtua siswa/mun‘d,
Pendidikan, dan pihak
dengan proses pembenty
fungsi dan keanggotan Ko
Para fasilitator yang a

Pendidikan

4. Satuan pendidikan/madrasah

. Para petugas
Pembentukan K

lain yang berkepentingal
kan atau perluasan peraf,
mite Madrasah

& kan memberikan fasilita 9

¥ang akan melakukan sosialisasl
Oomite Madrah.
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bt Komitedli\;:wdarapse:r:‘erintahan dari sentralisis:tllji
Peﬂ.-'bahaﬂ Ipahra membuka peluang masyaral;’c:‘didikan.
B o oo sertanya dalam pengelolaan p o
R it o i tuk meningkatkan peluang berpa 4 sl
salaht;s:tuag:g\a l:\:elalui Dewan Penéiidikaunndcaj:; 5o
tersebu ok
i 2005 ¢ mengacsuistti?ad:endidikan Nasional,agl;ra\a
ek te;‘\ta:g Komite Sekolah/ Madrasah.ni ik
men}’?takﬁn IDab\:;.lrlaku pada masyarakat selama ;angunan
BBRicsr “cncor universal. Para peren;ana pemn i
ik se‘cara lamnya pejabat pemerintah, mteaug o
te"ma.SUk. e i dukungan terhadap progra?m a d st
o ng direncanakan dan dltentu.n e
pemba.nguna" yarnya partisipasi masya.rak:-:\t seri agsyarakat
gl Br:l;seasar sumbangan yang diberikan r: S Kok
:’Lenhgs?:l?trapr:enanggung biaya pimbzr:g:ir;)gaz?,yanz iy
P
berupa uang ataupun tenaga. Ma :ma il i
il uni(;/aet:s:zlaky:ia('jaar;amki?:rsencanakan, melaksanakan,
perencana

n pendidikan pada tingkat
B ?Lar: '::IZ: |§inpge?'?l:::n suatu wadah yaanng ::Iz?\:
satuan pendudlda, menyalurkan pikiran, gagasberi il
m::;:;)auyr;ian arllemajuan pendidikan'tga&%dri'sah Sadian
- hal ini, Komi o
';021 i M::irr?r;'anzar':g‘/vadahi peran serta masy(ljaar:ka('_czf:ﬂséi\enSi
raan::amameningkatkan g pemecrja";?;anr; madrasah, baik
Pengelolaan pendidikar di satuan pen ln pendidikan dasar
Pada pendidikan prasekolah maupu
menerllgoa:\i.te Madrasah mefupakan|-t~s yang dibentuk
lembaga " non-profit dan non_pol'l: ara stakeholder
berdasarkan musyawarah demokratis tpsi dari berbagai
Pendidikan madrasah, sebagai representa

suatu badan atau
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unsur yang bertanggung j
g Jawab terhada ir
Proses dan hasij Pendidikan, S

Ditinjau  dari : !
Masyarakat ari  perspektif  sejarah

sekola :
memiliki syaty " khususnya orangtua ;

Kon isi By
bidang pc:,_',s,'d,.;{ata tersebut, memasuki era otono
Penerapan '@n, yang ditandai dengan dimula
dibenahi se| N Berbasis Sekolah (MBS), pert

iswa,

tapkannya p
_reémerintah, nama Komite Madrasah dap:

dapat memperluas fungsi, peran dan keanggotannya sesuai
dengan panduan ini, dan melebur menjadi organisasi baru
dan kewenangannya akan berkembang sesuai kebutuhan
dalam wadah Komite Madrasah atau yang sejenisnya.

B. Kedudukan, Sifat dan Tujuan
1. Kedudukan

Komite Madrasah berkedudukan pada satu satuan
pendidikan madrasah, pada seluruh jenjang pendidikan, dari
jenjang pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan
Tsanawiyah), hingga pendidikan menengah (Madrasah Aliyah)
baik madrasah negeri maupun swasta.

Satuan pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan
jenis pendidikan memiliki penyebaran lokasi yang beragam.
Ada madrasah tunggal, dan ada pula beberapa madrasah
yang menyatu dalam suatu kompleks. Oleh karena itu maka
Komite Madrasah pembentukan madrasah dapat dibentuk
beberapa alternatif sebagai berikut :

1. Komite Madrasah yang dibentuk di satu satuan
pendidikan. Dalam hal ini, Madrasah Ibtidaiyah,
Madrasah Tsanawiyah yang memiliki siswa dalam
jumlah yang banyak, atau Madrasah Aliyah yang
hanya memiliki murid dalam jumlah sedikit, masing-
masing dapat membentuk Komite Madrasah sendiri.

2. Pada setiap madrasah terdapat satu Komite
Madrasah.

Dalam hal terdapat beberapa madrasah pada satu
lokasi atay beberapa madrasah yang berbeda jenjang tetap
€rada pada lokasi yang berdekatan, atau beberapa
Madrasah yang dikelola oleh suatu penyelenggara
Pﬁndidikan, atau karena per-timbangan lainnya, dapat
dibentuk Koordinator Komite Madrasah.
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2. Sifat

Komite Madrasah merupakan badan yang be
mandiri dan tidak mempunyai  hubungan hirarkis de
Mmadrasah Maupun lembaga pemerintah lainnya. Ko
Madrasah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi
sebagai mitra yang harus saling bekerjasama sejalan d,
konsep Manajemen Berbasis Sekoah (MBS). .

3. Tujuan

Dibentuknya Komite Madrasah dimaksudkan @
adanya  suatu - organisasi masyarakat madrasah Y2
Mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhat
P?nlngkatan kualitas sekolah., Komite Madrasah Ve
dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar
budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, sel
kepercayaan yang dibangun sesuai - potensi masyara
setempat. Oleh karena itu, Komite Madrasah yang dibent
harus  merupakan pengembangan  kekayaan filo
Masyarakat secara kolektif. ~Artinya Komite Madras
m?ngembangkan konsep yang berorientasi kepada penggur
(client), berbagai kewenangan (power sharing and advocac
dan. kemitraan (Partnership) yang difokuskan
Peningkatan muty pelayanan pendidikan.

Adap““. tujuan dibentuknya Komite Madrasah sebag
suatu organisag; Masyarakat madrasah adalah sebaga
berikut : :
3.1

Masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional

dan program Pendidikan di satuan pendidikan.
3.2, Meningkatkan

: pendi.dikan di satuan pendidikan,
3. Menciptakan Suasana dan  kondisi transparaf;
akuntabel, dan demokratis dalam penyeleng-garaan

dan pelayanan pendidika . .
n ya di satuan
Pendidikan, yang bermutu |
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Keberadaan Komite Madrasah harus bertumpu pada
landasan partisipasi masyarakat dalam mening-katkan
kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di madrasah. Oleh
Karena itu, : pembentukannya harus memperhatikan
pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.

C. Peran, Fungsi dan Tata Organisasi
1. Peran

Adapun peran yang dijalankan Komite Madrasah adalah

sebagai berikut :

a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam
penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan
di satuan pendidikan.

b. Pendukung (supporting agency), baik yang
berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga
dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan
pendidikan.

C. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

d. Mediator antara pemerintah (executive) dengan
masyarakat di satuan pendidikan.

2. Fungsi

Untuk menjalankan perannya itu, Komite Madrasah

memiliki fungsi sebagai berikut :

d. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen
masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan
yang bermutu.

b.  Melakukan kerjasama dengan masyarakat (per-
orangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri)
dan pemerintah berkenaan dengan penyeleng-
garaan pendidikan yang bermutu.

C. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide,
tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang
diajukan oleh masyarakat.
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guru, yayasan/lembaga penyeleng-gara pendidikan, Badan
Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota.
Anggota Komite Madrasah tersebut dibentuk dengan
ketentuan-ketentuan unsur tertentu, misalnya :

1). Unsur masyarakat yang berasal dari : orangtua/
wali- peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh
pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi
tenaga pendidikan, wakil alumni, dan khusus untuk
jenjang pendidikan menengah, wakil peserta didik.

2). Unsur dewan guru, paling banyak 15% dari jumlah
anggota Komite Madrasah

3). Unsur yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan

4). Badan pertimbangan desa atau lain-lain yang
dianggap perlu dapat pula dilibatkan sebagai
anggota Komite Madrasah.

5). Perwakilan dari organisasi siswa, bagi Madrasah
Aliyah

d. Memberikan masukan, pertimbangan, ¢
rekomendasi kepada satuan pendidikan mengen
1). Kebijakan dan program pendidikan 1
2). Rencana anggaran pendidikan dan belaf

madrasah (RAPBM)

3). Kriteria kineria satuan pendidikan
4). Kriteria tenaga kependidikan
5). Kriteria fasilitator pendidikan dan :
6). Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan

e. Mendorong orangtua dan masyarakat ber| "‘Tf
tisipasi dalam pendidikan guna mendukun
peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan

f. Menggalang dana masyarakat dalam rangk
pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satué
pendidikan 4

g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhada
kebijakan, program, penyelenggaraan, @€

keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Jumlah anggota Komite Madrasah disesuaikan dengan

kebutuhan dan jumlahnya gasal.

Komite Madrasah sesuai dengan peran dan fungsiny
melakukan akuntabilitas sebagai berikut : A
a. Komite Madrasah menyampaikan hasil Kkajid
pelaksanaan  program  madrasah  Kep ad?
stakeholder secara periodik, baik yang beruft
keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapa ;

tujuan dan sasaran program madrasah. %

b. Menyampaikan laporan pertanggung jawabaf!
bantuan masyarakat baik berupa materi (dana

3.2, Kepengurusan
Pengurus Komite Madrasah ditetapkan ber-dasarkan
AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua,
sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai
dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh
anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite
dianjurkan bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Yang
WGT\angani urusan administrasi Komite Madrasah sebaiknya
Juga bukan pegawai madrasah.
. Pengurus Komite Madrasah adalah personal yang
ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
a. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis
dan terbuka dalam musyawarah Komite Madrasah
b. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota
Komite Madrasah

non materil (tenaga, pikiran) kepada maSYé“'a
dan pemerintah setempat. ]

3. Organisasi Komite Madrasah
3.1. Keanggotaan

ol l;::anggotaan Komite Madrasah berasal dari unsur-unsi’
g ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan
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€. Jika diperlukan pengurus Komite Mad
menunjuk atau dibantu oleh tim ahli
konsultan sesuaij dengan bidang keahlian
Mekanisme

didefinisikan sebagl.;ie'l.;JZ'er)uetn:g e
a8 Pengurus Komite Madrasah terpilih bert
Jawab kepada musyawarah anggota sebagai f
tertinggi sesuai AD dan ART.
P €ngurus Komite Madrasah menyusun prog
kerja yang disetujui melalui musyawarah
yang berfokus pada peningkatan mutu pelayal
pendidikan peserta didik. K
5 Apabna Pengurus Komite Madrasah terpilih din
tidak produktif dalam masa jabatannya,
Musyawarah anggota dapat memberhentikan d

d ,T éngganti dengan kepengurusan baru.
+ Pembiayaan Pengurus Komite Madrasah dia

dari anggaran Komite Madrasah yang ditetapka
melalui musyawarah, ' 3

D. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga i

Komite Madras " oy b
Anggaran Ruma ah wajib memiliki Anggaran Dasar ..;

h Tangga (AD
Anggaran Dasar sekuragrigfkur/a/r\:;?);a memuat :
1). Nama dan tempat kedudukan ;
;). Dasar, tujuan dan kegiatan
4)). L(l:znggotaan qan kepengurusan
5): Keuaia;r; rl:ewa;:ba_n anggota dan pengurus
6). Mekanisme kerja dan rapat-

ra
¥, Perubahan AD dan ART dan o

pembubaran organisast

Pemilihan, penetapan angqota, dan
Pe€ngurus Komite Madrasah i ) 5 ‘

Ol
). Rincian tugas pokok Komite Madrasah
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3). Mekanisme rapat
4). Kerjasama dengan pihak lain
5). Ketentuan penutup

E. Pembentukan dan Tata
Komite Madrasah
1. Prinsip Pembentukan
Pembentukan Komite Madrasah harus dilakukan secara
transparan, akuntabel, berkeadilan dan demokratis.
Dilakukan secara transparan adalah bahwa Komite Madrasah
harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat
sécara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan,
Proses sosialisasi oleh panitia persiapan kriteria calon
anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon
anggota, proses pemilihan dan penyampaian hasil pemilihan.
Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan
hEndaknya menyampaikan laporan pertanggung jawaban
ki“e"janya maupun penggunaan dana kepanitian. Dilakukan
sécara  demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan
anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah
Mufakat. Dilakukan secara berkeadilan adalah dengan
Memperhatikan  komposisi pengurus dengan perwakilan
Masyarakat, madrasah atau lainnya secara proporsional dan
adil. Jika dipandang pelu pemilihan anggota dan pengurus
dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

Hubungan Organisasi

2. Mekanisme

Pembentukan Komite Madrasah diawali dengan

Pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala
Satuén Pendidikan dan/atau oleh masyarakat. Panitia
Persiapan  berjumiah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang
i’::; terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru,

@ satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan),
Pemerhat; pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh

m
orasyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan
aNgtua peserta didik.
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- : h
| 4.Tata Hubungan °"9a"isa.s'-kK:m;:ul:la:;s‘r:sah sesuai
Panitia persiapan bertugas mempersiapkan Penyelenggaraan pendidika

: ta, telah
: B3 o ik negeri maupun swasta,
pembentukan Komite Madrasah dengan langkat:-langkah dengan jenjang dan J‘::r';'a:'_‘:m d:ngan serta perangtlfat .
gt 3 ‘ lui pe i itu  setiap
sebagai berikut : . diatur  mela ikutinva.  Selain .
ga. Mengadakan forum sosialisasi kepada masYara‘k"@: peraturan  yang men?":,i?\nYdibina oleh instansi yang
(termasuk  pengurus/anggota ~ BP3,  Majels penyelenggaraan persekola

o i isi_tersebut berimplikasi
Madrasah, dan Komite Madrasah yang suka ada) berwenang. Dengan demlklar;)'u:;::s'baik vertikal maupun
centang Komite Madrasah menurut keputusan 14 . ienan dan U adrasah dengan instansi lain.

b. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon horizontal yang baku antara m

laporan,
apat berupa pe
anggota berdasarkan usulan dari masyarakat. Hubungan-hubungan tersebut dap

. n kemitraan.
C. Menyeleksi anggota berdasarkan usulan dari konsultasi, koordinasi, pelayanan da ite Madrasah dengan
. mas;arakat QU naen Sntara }:JOTtlanggung jawab dalam
d. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada madrasah, dan institusi lain yang ;omite Madrasah pada
' musyawarah pengelolaan pendidikan dengan

; i - inatif.
€. Menyusun nama-nama terpilih ‘ satuan pendidikan lain bersifat koordina
Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggotd l

Komite Madrasah

g. Menyampaikan nama pengurus dan aqgizt:
Komite Madrasah kepada kepala satuan pendidi !

E Pe?’:ztzwan ini diturunkan secara utuh untuk mgrr;::;‘;:\
‘ Sosialisasi agar pimpinan madrasah dalam mer;;asecara
kepemimpinan pola MBM dapat mempedoma?g;’k terjadi
tuntas, Di samping itu dimaksudkan agar ti S
5| Perbedaan dalam membentuk Komite Madrasah teriiemaupun
! oleh para pimpinan pendidikan dan madrasah nege .

3. Penetapan ;. ma‘g:,f:g,,sw:j;a,{ya pedoman yang jelas ini pimkpiza:
Madrasah ataupun masyarakat pendidikan dapat mela-S:s :ai
Inisiatif untuk pembentukannya dan pelaksanaannya

tujuan dan fungsi serta sasarannya.

Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Komite
Madrasah terbentuk.

Calon anggota Komite Madrasah yang disepakati dalar:
Musyawarah atau mendapat dukungan suara terbanya
melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota
Komite Madrasah sesyai dengan jumlah anggota yang
disepakati dari masing-masing unsur. Komite Madrasah
ditetapkan ditetapkan untuk pertama kali dengan surat
Keputusan Kepala satuan pendidikan dan selanjutnya diatur
dalam AD dan ART. Misalnya dalam Anggaran Dasal‘_ .da"
Anggaran Rumah Tangga disebutkan bahwa pemilihan

anggota dan pengurus Komite Madrasah ditetapkan oleh
Musyawarah anggota Komite Madrasah.

AR
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\B VIII
LAMPIRAN

® SKDiren Kelembagaan Agama Istam Depag Rl Tentang Pedoman Pembentkan o

Madrasah

9 Anggaran Dasar Komite Madrasah

® Anggaran Rumah Tangga Komite Madrasah

-85-

A. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : Dj. II / 409 / 2003

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE MADRASAH

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA

ISLAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan

mutu pendidikan pada madrasah sesuai
dengan tujuan pendidikan yang
ditetapkan, serta tuntutan
pembangunan dewasa ini, perlu adanya
peningkatan dukungan dan peran serta
masyarakat secara lebih optimal dalam
penyelenggaraan pendidikan
madrasah,;

. bahwa dukungan dan peran serta

masyarakat perlu didorong untuk
bersinergi dalam penyelenggaraan
pendidikan daiam suatu wadah Komite
Madrasah;
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L
A

Mengingat

YA

¢ b.ahwa untuk maksud tcrscbﬂt’"i
diktum huruf a dan b dipandang pet
menetapkan Keputusan Di
Jenderal Kelembagaan Agama sla
tcnta.ng Pedoman Pembentuk
Komite Madrasah. A
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun2
tentang Sistem Pendidikan Nasiona 3
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1
tentang Pemerintahan Da erah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nom¢ |
60, Tambahan Lembaran Negar
Nomor 3839); |
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tat ‘
1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29
1990 tentang Pendidikan '
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tého2
1992 tentang Peran Serta Masyar
dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden Republi "“"" 
Nomor 102 Tahun 2001 tente™®
Kedudukan, Tugas, ungsh
Kewenangan, Susunan Organis®
Departemen yang telah diubah d¢%8°-
Keputusan Presiden Repubiik Ind0r
Nomor 45 Tahun 2002; ’
7. Keputusan Menteri Pendidi

‘\:
¥
PTICLL ¥ ¢ P
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Menetapkan

Pertama

Kedua

Nasional Republik Indonesia No. 044/
U/2002 Tahun 2002, tentang Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah;

8. Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 368 Tahun 1993
tentang Madrasah Ibtidaiyah;

9. Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 369 Tahun 1993
tentang Madrasah Tsanawiyah;

10. Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 370 Tahun 1993

tentang Madrasah Aliyah;

MEMUTUSKAN

. KEPUTUSAN
JENDERAL KELEMBAGAAN

AGAMA ISLAM TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN

KOMITE MADRASAH

. Pada setiap madrasah dibentuk Komite

Madrasah.
. Pembentukan komite madrasah
menggunakan pedoman pembentukan
sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 dan Lampiran 1I

Keputusan ini.

DIREKTUR
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- 5. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
"6 Para Dirjen/Itjen/Sekjen/Kepala Balitbang dan Diklat

Keagamaan Departemen Agama;

Ketiga : Dengan keputusan ini, maka sel ‘
peraturan tentang pembentukan Badar

. Pembantu Penyelenggara Pendidikan
(BP3) :ada malyclrasaghg dan keputusan 7 Para Kepala Kanwil Depag Provinsi seluruh Indonesia;

: ‘olis Madrasah | 8- Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia
lainnya tentang Majelis Madrasah | p
dinyazakan tidalf berlail(u. ‘-‘ 9 Para Kepala Kandepag Kab/Kota seluruh Indonesia.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada ;
tanggal ditetapkan. |

‘i

Ditetapkan di ~ Jakarta
Pada Tanggal  14-10-2003

Direktur Jenderal Kelembagaan b

Agama Islam

ttd. X
Dr. H. A. Qodri A. Azizy, MA:
NIP. 150202471

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Agama Republik Indonesia; oA

2. Menteri Koodinator Kescjahteraan Rakyat Repub
Indonesia;

3. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; c
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

NOMOR : Dj. II / 409 / 2003

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE
MADRASAH

Py
.

PENGERTIAN

Dalam Undang-
Sistem Pendid

pendidikan
dan evaluasi
pendidikan

dan komite sekolah/madrasah,

Komite madr .
nadrasah adalah
mew.adahx peran serta
meningkatkan muty p
pengelolahan pendid,ik

tenaga, sarana, dan pr

Il. KEDUDUKAN DAN SIFAT

I. Komite madrasah
, berk il s
_ pendidikan, yaitu madrra::hUdukan di setiap satuan

-91 -

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang.
ikan Nasional, diungkapkan bah
cperan dalam peningkatan mutu pelayanan
yang meliputi perencanaan, pengawasan,

S1 program pendidikan melalui dewan

lembaga mandiri yangg‘
masyarakat dalam rangka
emerataan, dan efisiensi
it ! an, yang berperan dalam

erikan pertimbangan, arahan dan dukungan |
asarana, serta pengawasan

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan; madrasah.

2. Pada setiap madrasah terdapat satu Komite
Madrasah. Dalam hal terdapat beberapa
madrasah pada satu lokasi, atau beberapa
madrasah yang berbeda jenjang tetapi berada pada
lokasi yang berdekatan, atau beberapa madrasah
yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan,
atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk
Kordinator Komite Madrasah.

3, Lembaga ini bersifat mandir, tidak mempunyai
hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.

II. TUJUAN

Komite Madrasah bertujuan untuk :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa

masyarakat ¢alam melahirkan kebijakan operasional

dan program pendidikan di satuan pendidikan.

Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di

satuan pendidikan.

3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan,
akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan
dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan

" pendidikan.

?J

IV. PERAN DAN FUNGSI

Komite Madrasah berperan sebagai :
1. Pemberi pertimbangan,(advisory agency) dalam

-92 -



penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidi an

di madrasah.
2. Pendukung (supporting agency), baik yang be

finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam

penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangks |
transparansi dan akuntabilitas pen'yelenggar i

dan keluaran pendidikan di madrasah.

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan |

masyarakat di lingkungan madrasah.

Komite Madrasah berfungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitr
masyarakat terhadap penyelenggaraan pendid i
yang bermutu.

2. Melakukan kerjasama dengan masyarakit
(perorangan/organisasi/dunia usaha/dunid
industri) dan pemerintah berkenaan dengs®

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi,

. )

tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikany&

diajukan oleh masyarakat.

4. Merumuskan penjabaran visi dan misi mac asab.
. Memberikan masukan, pertimbangal =T

(16

rekomendasi pada madrasah tentang kriter™

kepala madrasah.

. Menyusun program operasional dan pepja .

kebijakan pendidikan pada madrasah.

- 93-
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REA;

8.

Y

10. Melakukan evaluasi dan p

Mendorong
berpartisipasi dalam p

7. Menyusun Rencana Anggaran Pendidikan dan
Belanja Madrasah (RAPBM).

Merumuskan penjabar
kinerja madrasah, kriteria tenaga kependi

dan kriteria fasilitas pendidikan .

an dan operasional kriteria
dikan

orangtua dan masyarakat
endidikan guna mendukung

peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

engawasan terhadap

kebijakan, program, penyelenggaraan, dan

keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

V. ORGANISASI

1. Keanggotaan

a. Keanggotaan Komite Madrasah terdiri atas :

1) Unsur masyarakat yang berasal dari : orang
tua / wali peserta didik; tokoh masyarakat;
tokoh pendidikan/akademisi; dunia
usaha/industri/pengusaha; organisasi
tenaga pendidikan; wakil aiumni;

profesi
ang pendidikan

dan, khusus untuk jenj
menengah, wakil peserta didik;

dewan guru, paling banyak 15%
Madrasah -

penyelenggara

2) Unsur dari
jumlah anggota Komite

3) Unsur yayasan/ lembaga
pendidikan;
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7) Perubahan AD dan ART dan pembubaran

4) Badan Pertimbangan Desa atau lain-lain
: organisasi.

yang dianggap perlu dapat pula diliba '

sebagai anggota Komite Madrasah;
VI. PEMBENTUKAN

1. Prinsip Pembentukan Komite Madrasah

Komite Madrasah dibentuk dengan prinsip-
prinsip sebagai berikut :
a. transparansi, akuntabilitas dan demokratis;
b. merupakan mitra satuan pendidikan.

2. Mekanisme Pembentukan Komite Madrasah

a. Pembentukan Panitia Persiapan

Masyarakat dan/atau kepala satuan pendidikan
membentuk panitia persiapan. Panitia

5) Perwakilan organisasi siswa, bagl
Madrasah Aliyah.

b. Jumlah anggota Komite Madrasah disesuai ‘ ]
dengan kebutuhan dan jumlahnya gasal. b
2. Kepengurusan

a. Pengurus Komite Madrasah sekuran‘
kurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris,
Bendahara dan dua orang anggota.

b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;

c. Ketua Komite Madrasah bukan berasal

madrasah.

3. Anggaran D 4 persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5
: asar dan Anggaran Rumah Tanget (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi
a. Komite Madrasah wajib memiliki Anggd pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan,
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangé® penyelenggara pendidikan), pemerhati
(ART); " pendidikan (LSM yang peduli pendidikan,
b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksu¢. tokoh masyarakat, tokch agama, dunia usaha

sekurang-kurangnya memuat : 1 dan industri), dan orang tua peserta didik.
mempersiapkan

b. Panitia persiapan bertugas
pembentukan Komite Madrasah dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengadakan forum sosialisasi kepada
masyarakat (termasuk pengurus/ anggota
BP3, Majelis Madrasah yang telah ada)

1) Nama dan tempat kedudukan;
2) Dasar, tujuan dan kegiatan;

3) Keanggotaan dan kepengurusan; :
4) Hak dan kewajiban anggota dan pC
5) Keuangan; b
6) Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
» 96 -
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dengan Komite-Komite Madrasah pada satuan

tentang Komite MadArasah men
: pendidikan lain, bersifat koordinatif.

keputusan ini;

2. menyusun kriteria dan mengidenti

masyarakat;

3. menyeleksi calon anggota berdasarkan

usulan dari masyarakat;
]

4. m
engumumkan nama-nama calon angg

kepada masyarakat;

5. eq e .
memfasilitasi pemilihan pengurus dan

anggota Komite Madrasah;

a1
b

calon anggota berdasarkan usulan dari

. Kep

* VILPENUTUP
1. Dalam pembentukan Komite Madrasah, Kepala

Madrasah dapat berkonsultasi dengan Kepala
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota,
atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi , atau dengan Pemerintah Daerah, sesuai

kewenangannya.

ala satuan pendidikan segera melaporkan
drasah tersebut kepada

6. :

menyampaikan nama pengurus dan
anggota Komite Madrasah kepada kepala
satuan pendidikan. A

¢. Paniti : y |
anitia Persiapan dinyatakan bubar setelah

pembentukan Komite Ma

instansi-instansi terkait.
3. Hal-hal lain yang bersifat teknis dan belum diatur

dalam keputusan ini, akan diatur kemudian oleh

Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah Umum-— Ditjen Kelembagaan Agama

Islam — Departemen Agama atau oleh Kepala
Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.

Komite Madrasah terbentuk e

3. Penetapan Pembentukan g
;{;:n; SMadrasah ditetapkan untuk pertama lmli
jutnya diatur dalam AD dan ART.

Direktur Jenderal Kelembagaan

VII. TATA HUB
UNG
> AN ANTAR ORGANISASI Agama Islam
ata hubungan antara Komite Madrasah deagas 'f'
pendidikan (madrasah), Dewan Pendidikan .4 ttd.
J Dr. H. A. Qodri A. Azizy, MA.

(Tingkat Kabupaten/Kota), dan institusi lain yass
awab idi
dalam pengelolaan pendidikan ata? - NIP. 150202471
-97- -98 -



. CONTOH STRUKTUR ORGANISASI KOMITE

N : RASAH UNTUK SATU SATUAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

NOMOR : Dj. II / 409 / 2003

e R R et R Nara Sumber
A.CONTOH HUBUNGAN KOMITE MADRASAH’ ‘ Ragus
DENGAN INSTANSI TERKAIT
.p
Dewan £ tari
Pendidikan ; Bendahara Ve
Instansi Lain
Anggota
Komite
Madrasah
Keterangan: Hubungan Koo i 2
------------ Hubungan Koordinatif

- 100 -
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C. CONTOH STRUKTUR ORGANISASI
KOORDINATORAT KOMITE MADRASAH

UNTUK BEBERAPA SATUAN PENDIDIKAN |

- Catatan: Contoh ini dapat dikembangkan sesual

dengan kebutuhan di lingkungan madrasah
setempat.

Dewan
Pendidikan
: Instansi Terkait:
Instansi Lain | ... o solis it Kanwil Depag Prov.
: dan Kandepag
; Kab/Kota
Komite Satuan Pendidikan |
Madrasah (M1, MTs, MA)
Keterangan:
------------- Hubungan Koordinatif
Direktur Jenderal Kelembagaan
Agama Islam

ttd.

Dr. H. A. Qodri A. Azizy, MA-

NIP. 150202471 .

- 103~

ANGGARAN DASAR KOMITE MADRASAH

PEMBUKAAN

Bahwa pada hakikatnya pendidikan itu adalah

tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan
gan tuntutan

masyarakat. Selaras dengan perke.mban ar
terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan, maka

sudah selayaknya setiap komponen melakukan reposisi

yang mengarah kepada aspirasi dan apresiasi dalam bentuk
partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan

madrasah yang berkualitas.
artisipasi masyarakat dapat dihimpun secara
i s wadah yang disebut Komite

terorganisasi melalui suatu
i ajar dengan Madrasah (M1/

Madrasah sebagai mitra sej
MTs/MA/MAK).
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BAB | sa depan berkualitas, melalui kerjasama erat dengan
Nama, Waktu d drasah yang tumbuh dari akar budaya, sosial ekonomi
a ) b}
n Kedudukan grafis dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
Pasa' I nadrasah.

(1) Organisasi ini bernama Komite Madrasah ML

MA).
(2) Komite Mad , BAB IV
: rasah ini didirika ot
jan : n tahun 2003 ,
e gk.a waktu yang tidak ditentukan lamanya. Slfat4
omite Madrasah ini berkedudukan di madras Pasal 4
BAB Il  Komite Madrasah bersifat
Da (1) Independen, dilandasi prinsip kemandirian organisasi
dengan etika tata hubungan kerjasama dengan
Pasal 2 berbagai pihak yang mengarah kepada tujuan

Komi T rbaikan kualitas endidikan di madrasah.
omite Madrasah berasas Pancasila, UUD T - oy P

1968 & ot
UU No. 22 T demennya, Undang-undang No. 20/
- 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2000, dan

 (2) Tidak terikat kepada kepentingan dan keuntungan
| baik pribadi maupun golongan seperti partai politik,
mazhab keagamaan dan sebagainya.

Peraturan-Peraturan D
BABYV
BAB Il
% Kedaulatan
Jati Diri Pasal 5
Pasal 3 ]
Komite Madrasah pal ol isasi i d
meru 3 Kedaulatan organisasl ada di tangan anggota dan
yang mempunyai visi dan misi, terlcxm ndependSBBY ©  dilaksanakan sepenhay? melalui rapat anggota KOs
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BAB VI

Tujuan
Pasal 6

1) Mew ' '
adahi dan meningkatkan partisipasi para

2)

3)

9)

turut sert

dan mengemmuskan, menetapkan, melaksanakan

pertanggu ttor pelaksanaan kebijakan madrasah dan
gungjawaban yang terfokus pada kualitas

terbuka; didik secara proporsional dan

M Subis) ;b
ewadahi partisipasi para stakeholder turut serta dalam

manajem

fungsjin :n madrasah sesuai dengan peran dan

pelaksan);a;l dl:lerkenaan dengar perencanaan
n evaluasi pro ,

A program madrasah secara

M : a5 TH

kelf;vnaiihl partisipasi baik individu maupun

pendidlzk sukarela (volunteer) pemerhati atau pakar

secara pr&:)l;gfslilg fd;u kepada kualitas pendidikan
n .

kebutuhan madrasah; an profesional selaras dengan

Meni ;
kegxi?aelr::latam dan turut serta memasyarakatkan
madrasah kepada pihak-pihak yang

mempunyai keterkai
dAbrat: rkaitan dan kewenangan di tingkat

» 309

stakeh a1 R
eholder pendidikan pada tingkat madrasah untuk E )

2)
3)
4)

3)

6)

BAB Vil

Tugas & Fungsi
Pasal 7

Komite madrasah mempunyai tugas dan fungsti:

Menyelenggarakan rapat-rapat komite sesuail program

yang ditetapkan;
Bersama-sama madr
menetapkan Visi dan misi;
Bersama-sama madrasah menyu
pembelajaran di madrasah;
Besama-sama madrasah menyusun 1€
pengembangan madrasah;

a-sama madrasah menyusun dan menetapkan
ahunan termasuk

asah merumuskan dan
sun standar pelayanan

ncana strategis

Bersam
rencana program madrasah t

RAPBM,;

Membah
tambahan kesejahteraan berup
diperoleh dari masyarakat kepada kepala madrasah,

tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan madrasah;

Bersama-sama madrasah mengembangkan potensi ke
bersifat akademis

arah prestasi unggulan, baik yang
(nilai tes harian. ulangan semester dan UAN), maupun

yang bersifat non akademis (keagamaan, olah raga,
seni dan atau keterampilan yang ada di madrasah,
pertanian, kerajinan tangan, dan teknologi sederhana);

as dan turut menetapkan pemberian
a uang honorium yang
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e

8 Menghi
masygglgfﬁn P menggali sumber dana dari
ntuk meningkatkan kualitas pelayanan

madrasah;

9 Me ibusi
ngelola kontribusj Mmasyarakat berupa uang yané

diberikan kepada madrasah:

10) M i
(teizgzlola} l:';mmbum masyarakat berupa non material
» PIKiran) yang diberikan kepada madrasah:

11) Menge ]
sesua% l:’:sI: asll( Program madrasah secara proposional
Pakatan dengan pihak madrasah mclipuﬁ; #1
Sarana dan prasarana

Peéngawasan Penggunaan

A

e

m
adrasah, pengawasan keuangan secara berkala dan

berkesinambungan.
’

12) Mengi 1 1
gindentifikasi berbagaj permasalahan dan

memecahk
annya ber
madrasah; Sama-sama dengan pihak

16) Membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar
madrasah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan proses dan hasil pendidikan;

17) Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil
pendidikan di madrasah,;

18) Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
program yang dikonsultasikan oleh kepala madrasah;

19) Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada

pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan

madrasah.
BAB Vil
Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran
Pasal 8

an Pembubaran Komite

Perubahan Anggaran Dasar d
Jalui Musyawarah

Madrasah hanya dapat dilakukan me
Anggota
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L.

ANGGARAN RUMAH TANGGA KOMITE MADRASAH

i
o
‘15;,
B
- o
L

5

................... “‘1-‘:'&:’#
................. (Nama Madrasah) ¢ 1
............................ (Mlamat Madrasah)
BAB |

Pasal | f

Organisasi Komite Madrasah

Organisas; '
ganisasi Komite Madrasah terdiri dari:

1. Badan Pengyrys
2. Anggota

Pasal 2
Badan Pengurys

Anggota Badan
P
terdin dagge T TR

sekurang-kurangnya terdiri

Masa jabatan Badan Pengurus adalah 2 (dua) tahun
Keanggotaan Dewan Pengurus berakhir karena :

a. atas permintaan sendiri
meninggal dunia

b.
c. berakhirnya masa jabatan
d. suatu sebab menurut keputusan dengan suara

terbanyak dari Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 3
Anggota

Anggota Komite Madrasah adalah:
1. Unsur masyarakat yang berasal dari

a. orang tua/wali peserta didik;
b. tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; dunia usaha/
industri; organisasi profesi tenaga pendidikan;
c. wakil alumni.
2. Unsur dewan guru, paling banyak 15 % dari jumlahb

anggota Komite Madrasah;

3. Unsur yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan
Unsur Badan Pertimbangan Desa atau lain-lain yang
dianggap perlu dapat pula dilibatkan sebagai anggota

Komite Madrasah;

5. Unsur perwakilan organisasi siswa.
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BAB II

Pasal 4
Kewajiban

Badan Pengurus berkewajiban:

1. Mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan
Komite Madrasah.

2. Menjalankan program-program kerja yang telah
disahkan dalam musyawarah anggota.

3. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada
anggota Komite Madrasah dalam musyawarah

anggota.

Anggota berkewajiban: :

1.  Mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan
Komite Madrasah.

2. Membantu Badan Pengurus dalam menjalankan
program-program kerja. -
3. Ikut serta memajukan madrasah.

Pasal 5
Hak

Badan Pengurus berhak:
1. Mengajukan Program-program kerja. ‘
2.  Mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah

+ 13104

s

1.
e

Macam-macam Musyawara

maupun non pemerintah demi tercapainya maksud
dan tujuan Komite Madrasah. . "
Mengetahui informasi mengenat madrasah. B
Memberikan saran-saran dan us.ulan—usﬁar;ahep
pengelola madrasah untuk kemajuan rfla rasah. i
Mengadakan kegiatan-kegiatan. yang dlp.anlc:/[a:grg;h.
untuk mencapai maksud dan tujuan Komite

Anggota berhak:

Mengajukan program-program ke.rja. oy
Mendapatkan informasi mengenal komite m

dan madrasah da
lan-usulan kepa

rikan saran-saran dan usu ;

lI;fat‘;iI:llxb;ePc;-.ngurus Komite Madrasah dan pengelola

madrasah untuk kemajuan madrasah.

drasah

BAB llI

Pasal 6
Musyawarah & Rapat

h dan Rapat Komite

Madrasah: _
1. Musyawarah Anggota
2. Musyawarah Luar Biasa
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ool

B R ‘ '
apat Anggota dan Badan Pengurus - 4. Keputusan dalam Musyawarah Anggota diambil
: dengan musyawarah mufakat, jika tidak tercapai maka

4. Rapat Badan P
engurus
- diambil dengan suara terbanyak.

bl i 4 Pasal 8
Musyawarah A i |
' nggota S q Musyawarah Luar Biasa
1. Musyawarah anggo
ggota adalah N
lembaga temngglKon#té 1. Musyawarah Luar Biasa adalah musyawarah yang

Madrasah.
vl | " diadakan apabila karena alasan darurat.

2. Musyawarah Luar Biasa dianggap sah jika dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

i
0
~

2. i
' Musyawarah diadakan 1 (satu) kali dalam dua tahun

untuk:
a. Memili 3
BHARe th Badan Pengurus; - 3. Jika dalam Musyawarah Anggota dihadiri kurang dari
enetapkan Program Kerja; : 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota, maka rapat diskor
¢. Meminta Pertanggungjawaban badan Pengurus; sekurang-kurangnya selama 24 jam, dan rapat dapat
d. Menetapkan kebijakan-kebiial 1 ' diadakan kembali dan dapat mengambil keputusan
perlu guna te o yang dipandang yang sah, dengan tidak lagi mengindahkan jumlah
Eamiis Madra::;pamya maksud dan tujuan anggota yang hadif. |
t
menambah Angga:::a]sjuk merubals 4SRN 4. Keputusan dalam Musyawarah Anggota diambil
Rumah Tangga Komite Masar dan Anggaral dengan musyawarah mufakat, jika tidak tercapai maka
2. Musyawarah pnick. diambil dengan suara terbanyak.
selmrang.kum;“‘:nggota dianggap sah jika dihadiri oleh
ya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggot- Pasal 9

3. Jika dalam M ¢
usyawarah Anggota dihadiri kurang dar Rapat Komite madrasah

¥) o
| s::uﬁ:nua,,pemmg“) jumlah anggota, maka rapat diskor
diadakai I ya selama 24 jam, dan rapat dapat. 1.
yang sah :::::;‘ g:l‘;kdapat mengambil keputusal
] l . . . 4 1

o . agi mengindahkan jumiah

Rapat Komite Madrasah adalah rapat yang dihadiri

anggota dan Badan Pengurus.
2. Rapat Komite Madrasah diadakan sekurang-
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kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun,
Rapat Komite Madrasah diadakan untuk s
program-program kerja Komite Madras’ahi dan
untuk membahas masalah-masalah yang etk
dengan madrasah.

Pasal 10
Rapat Badan Pengurus
Rapat badan Pengurus diadakan sekurang-kurang
2 (dua) kali dalam setahun. T
. Rapat badan P ha3ied, dowé
Pengurus. FHBLIN, Sipimpin olch. e

BAB IV

Pasal Il
Aturan Tambahan

Setiap anggota Komite M R
mengetahui isi Anggaran D“"Mndﬂnlﬂ“'m umah
Tangga ini setelah ditetapkan. jov

e
i

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Dicopy/digandakan kembali oleh :
Proyek Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
Departemen Agama
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LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 78, 2003 PENDIDIKAN. Sistem Pendidikan Nasional. Warga
Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia

menimbang:

a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Ncgara Indoncsia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kescjahteraan unum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial:

b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa scra akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang,

¢. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi
manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu
dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencanz, terarah, dan

berkesinambungan,
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kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pe ; 5
ngkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu dis

agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimiana dimaksud pada hun

¢. dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pe
Nasional. . ' ’

dik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi scbagai guru,
L, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,
or, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta
artisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk
bangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai
tujuan pendidikan.

mengingat;

Pasal 20. Pasa] 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 e oy ;
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pcnd.ldlkan adalah tahapan pendu.m.(an yang ditetapkan
kan tingkat perkembangan peserta didik, lujuan yang akan

dan kemampuan yang dikembangkan.

Peudidikan adalah kelompck yang didasarkan pada kekhususan
1 pendidikan suatu satuan pendidikan.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang

Dengan persetujuan bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan

Presiden Republik Indonesia

Memutuskan: yelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal
menetapkan; ; 4 setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, . l"<‘Jl(iidil<arl formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan
BAB | 116 yang terdini atas pendidikan dasar, pendidikan 1nenengah, dan
KETENTUAN UMUM an tinggl.
Pasal | Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan

raiyang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Dalam undang-undang ini i :
yang dimaksud dengan : !
b Pendidikan i i idik celuarga dan
1. Pendidikan adalan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suas lingky ganl mformal adalah jalur pendidikan keluarga

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
mengembangkan potens; dirinya untuk memiliki kekuatan spinfi# [ER%
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak m
::;ta keterampilan Yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa
ara, |

2. Pendidikan nasiona] adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila |
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yifé
berakar pada  nilaj-nilaj agama, kebudayaan nasional Indonesia 6
tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

3. Sistem pendidikan nasional adajah keseluruhan komponen pendi

;’:gg s?““g terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendi
ional. :

_Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang
Jukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang
Xan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
tumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
%pan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

®  Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peseria didiknya

“ dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan bcrbggaj
e T belajar melaluj teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

L 1

~ Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan
-'%arkan kekhasan agama, sosial, budaya. aspirasi, dan potensi
! Al sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk
£801a masyarakat yang berusaha menzem*? ' Masyarakat.
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17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang siste‘.m;' -
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

i8. s
diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan b
Pemerintah Daerah. el

8 Kurikuium adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengcnaf
tujuan. isi. dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan seb.agal
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pendidikan tertentu.

20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada
setiap  jaiur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

2.

22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam |

satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan
dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan,
masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

Komite ~sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta
tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

23.

24,

25,

26. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik vang tinggai di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilay2h
Negara Kesatuan Republik Indonesia. ;

27 Masyarakat ~ adalah  kelompok Warga Negara Indonesia
nonpemerintah vang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang
pendidikan.

28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

29. Pernerintat  Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah

Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang

nendidikan nasional

-120 -
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BAB Il
DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2
Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

ndidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mcmbenfuk
vatak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka menccrdﬁ
kehidupan bangsa, beriujuan untuk berkembangnya potensi pesenia e
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kf:pada Tl{hgn Yang M: 2 .
Esa, berakhlak mulia, schat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menja
Wa ga negara vang demokratis serta bertanggung jawab.

BABIII

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

(1) Pendidikan diselenggarakan secara dem.okra.tis dan be.:rke'adila'n sejr;l
| tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. m
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

'(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan
sistem terbuka dan multimakna.

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pent:bu'dayaan dan
| pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

" (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi ketcladanan, mcmbangslg
" Kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pro

pembelajaran.

4 (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca,

menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

nen

‘ g semua kompo
" (6) Pendidikan disclenggarakan dengan memberdayakan i

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan
pengendalian mutu layanan pendidikan.

-1
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BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH
: Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5
(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu. '
) }Varg-a negara vang memiliki kelainan fisik, emosional, mental,
intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat ad@t
vang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

(4) Warga negara vang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa

berhak memperoleh pendidikan khusus.

(3) Setiap _wargs negara berhak -mendapat kesempatan meningkatkan
pendidikan sepanjang hayat.

Pacal 6
(1) Set'i‘ap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun
wajib mengikuti pendidikan dasar.
(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan
penyclenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua
Pasal 7
(1) Orang tua bc.rhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan
mempzroleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan
pendidikan dasar kepada anaknya,

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperen serta’ dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

-122 -
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- Pasal 9
. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam

penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Ketwajiban Pemerintah
dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

1

* Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing,
. membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidixan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

{1) Pemerintah dan Pemsrintah Dacrah wajib memberikan lavanan dan
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermuru
bagi setiap warga negara tanpa diskrimiuasi.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianva dana
guna tersclenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia
tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V
PESERTA DIDIK

Pasal 12

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya
dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakal. munat, dan
kemampuannya,

¢. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya udak
mampu membiayai pendidikannya;

d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak
mampu membiayai pendidikannya;

e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain
yang setara,

f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar
masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu

yang ditetapkan.
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(2) Seuap peserta didik berkewajiban :

a. menj - idi j
ijaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan

proses dan keberhasilan pendidikan;

b. ikul menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi

peserta didik vang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan

vang di i li
[nd;ncsi :elenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

3 ;mzﬂ;ar?engcnai(hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana
am ayat (1), ayat (2 ) : LT i
Peraturan Pemerintah, ), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan

BAB VI
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) J.alur pendidikfan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal
vang dapat saling melengkapi dan memperkaya. :

5 2e : :
) g::g;ﬂ:ir:e sebagaimana dn{naksud dalam ayat (1) disclenggarakan
g m terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri  atas

menengzh. dan pendidikan tinggi. pendidikan dasar, pendidikat

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi,

vokasi. keagamaan, dan khusus.
Pasal 16

Ja!ur;. iefljang, dan j_cm’s pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan
pendicikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau masyarakat. :

- 124 -

" (0) Pendidikan dasar berbentuk

" (3) Ketentuan mengenai pendi :
" ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut de
8 Bagian Ketiga

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang

2003. No. 78

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal 17 '
pendidikan yang melandasi jenjang

1

o

pendidikan menengah. ‘
Sekolzh Dasar (SD) dan Madrasah
rajat serta Sekolah Menengah

e 1ain yang sede .
Tbtidaiyah (MI) atau bentuk iain yang ), atau bentuk lain yang

Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs

scderajat.
dikan dasar sebagaimana dimaksud dalam
ngan Peraturan Pemerintah.

Pendidikan Menengah
Pasal 18

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

_' :' (2) Pendidikan menengah terdiri atas

(3) Pendidikan menengah berbe

1§ (2) Pendidikan tinggi disclenggarakan dengan sistem t

Do | N T

-

e
-

PP

~ (4) Ketentuan mengenai pendid

- (1) Perguruan tinggi dap

pendidikan menengah umum dan

pendidikan menengah kejuruan.

ntuk Sekolah Menengah Atas gSMA),
lah Menengah Kejuruan (SMIQ. dan
bentuk lain yang sederajat.

ikan menengah sebagaimana dimaksud
at (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Madrasah Aliyah (MA), Seko
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau

dalam ayat (1), ayat (2), dan ay
Pemerintah.

Bagian Keempat

Pendidikan Tingg!

Pasal 19 0l
(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendi.ch.mn Sfitielfh mpcn;d;]d.ka;a:’

menengah yang mencakup program .pendxdxkan p clmh, :
magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan

tinggi.
erbuka.

Pasal 20
at berbentuk akademi, politeknik. sekol

institut, atau universitas.

ah tinggi,
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(2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi,
dan/atau vokasi.

(4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimena dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 21

(1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan
berhak menyelenggarakan program  pendidikan tertentu dapat
mem.lagnkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai denigan program
pendidikan vang diselenggarakannya,

(2) Perseorangan. organisasi. atau penyelenggara pendidikan yang bukan

pe;’g;man tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau
vokasi.

(3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari

perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik,
profesi, atau vokasi. :

(4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan
tinggi hany.a dlt?enarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari
perguruan tinggi yang bersar.gkutan.

(5) Penyel;nggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian
sebagaimana dimaksud dalam avat (1) atau penyelenggara pendidikan
bukan perguruan tinggi vang melakukan tindakan sebagaimiana dimaksud
dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan
penyelenggaraan pendidikan.

(6) Gelar akademik. profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh
penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai demgan ketentuan
sebagaimana, dimaksud dalam ayal (1) atau penyelenggara pendidikan

yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dinvatakan tidak sah. :

(7) Kelentuan mengenai gelar akademik, pro‘esi, atau vokasi sebagaimana
Wsud daJ.am avet (1), ayat (2), avat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayal
(6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- 126 -
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Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor
rhak memberikan gelar doktor kehormatan (dokior honoris causa) kepada
p individu yang layak memperoleh penghargaan berkenazn dengan jasa-

yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologl.
emasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Ex Pasal 23

(1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar
. atau profesor scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang
'n berlak\.l. ’

'(2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama ang
. bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan unggl.

Pasal 24
(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilrnu
pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebcbasan akademik dan
| kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

P erguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sen@iri l‘em.baganya
; sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan
~ Pengabdian kepada masyarakat.
Hi J'B) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari' r'msyaralfat yang
" pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
‘ - (9) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan u'nggi set_)againmna
- dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah. :

Pasal 25

\“(l) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan un
~  gelar akademik, profesi, atau vokasi.

~ () Lulusan perguruan tinggi yang kary
memperoleh gelar akademik, profesi, a
- Jiplakan dicabut gelarnya.

~ (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan Adan pencabutan : gelar
akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

ek roendapatkan

a ilmiahnya digunakan untuk
tau vokasi terbukti- merupakan
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Bagian Kelima
Pendidikan Nonformal

Pasal 26

¢)) Pejldidikan nonformal disclcnggarakan bagi warga masyarakat yang
memerlukan lavanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,
penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal ~dalam rangka
mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik

dengan penekanan pada i
! penguasaan pengetahuan dan keterampilan
fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

@ :;:sldlk?n nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan
perem u:;,_ dini,  pendidikan kepemudaan, pendidikar pem
pelaﬁp g 0 ‘.’:“d‘d‘ka_“_ keaksaraan, pendidikan keterampilan d20
e fja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain ¥ané

) untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

™) Samndigikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembag?
;ea - ; l.ce‘ompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakal, &
jelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

) imn dan pelatihan disclenggarakan bagi masyarakat it
sil:amer “k“: bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan
P rl:xr::dx f“;l;i‘;mbangkan diri, mengembangkan profesi, bekedd

umngg_ n, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
(6) 1*12!;;1]1x g;didikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil proge™
ﬁ:emb : formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh
y aga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengat

mengacu pada standar nasional pendidikan.

(7) Ketentuan  mengenai  penyelenggaraan  pendidikan ‘.‘°“f°mﬂ

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat ), o

(5). dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Pendidikan Informal
Pasal 27

(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh kelua
lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. i

g2 @'

4nn

©  (5) Pendidikan anak usia dini pada

§ (1) Pendidikan kedinasan merup

" (2) Pendidikan kedinasan berfungsi
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d dalam avat (1) diakui sama

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksu
: ena didik lulus

dﬁngan pendidikan formal dan nonformal setelah pes
ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
pendidikan informal secbagaimana

(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil
lebih lanjut dengan Peraturan

dimaksud dalam ayat (2) diatur

Pemerintah.
Bagian Ketujuh
Pendidikan Anak Usia Dini
- Pasal 28
i(,l) s::ad:dikan anak usia dini diselenggarakan scbelum jenjang pendidikan

: (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalvi  jalur

pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

3 (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk

" Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang

5 sederajat.

* (4) Pendidikan anak usia dini pada ja

' Kelompok Bermain (KB), Taman
lain yang sederajat.

lur pendidikan nonformal berbentuk
Penitipan Anak (TPA), atau bentuk

jalur pendidikan informal berbentuk

pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh

lingkungan. :

(6) Ketentuan mengenai pendidikan
dalam ayat (1), ayat (2), ayat @),
Peraturan Pemerintah.

anak usia dini sebagaimana dimaksud
dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan

Bagian Kedelapan
Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

akan pendidikan profesi yang diselenggara-

aga pemerintah nondepartemen.

meningkatkan kemampuan dan
keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawal dan
calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-
departemen.

(3) Pendidikan kedinasan disclenggarakan melalui
dan nonformal.

4

kai oleh departemen atau lemb

jalur pendidikan formal
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(4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalan
avat (1). ayat {2). dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peratum
Pemerintah. ;

Bagian Kesembilan
Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atit
kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peratura
perundang-undangan. =

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjad
anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nik ajanan
agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. LBy

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur l’@“‘mhn
formal, nonformal, dan informal,

(4) Pendidikan keag.amaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantrh
pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. :
(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaK

dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengs"
Peraturan Pemerintah,

Bagian Kesepuluh
Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31
(1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjéé
dan jenis pendidikan.
(2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepadh

kelompok masyarakat yang tidak da ikuti idi
. ) at mengikuti pendidikan
tatap muka atau reguler, y e

(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, MmO

dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta S5
penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasiont
pendidikan. :

4) Ketemgan mengenai  penyelenggaraan pendidikan jarak jaoh
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur et
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. ; :

- 130 - -
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Bagian Kesebelas
Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus

’ : Pasal 32
‘(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang
memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena

. kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi

- kecerdasan dan bakat istimewa.

'(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di

| daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil,
dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu
dari segi ekonomi.

* (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan
layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar

dalam pendidikan nasional.

" () Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap

awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan
- dan/atau keterampilan tertentu.
* (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan
pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing
peserta didik. .

BAB VIII
WAJIB BELAJAR
1 Pasal 34 .
() Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapal mengikut

piogram wajib belajar.

(2) Pemerintai. dan Pemerintah Daerah menjamin tersclengg
belajar minimai p2da jenjang pendidikan dasar tanpa memua

aranya wajib
gut biaya.

~ (3) Wajib belajar merupakait tanggung jawab negara yansg diselenggarakan

olch lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

Mmasyarakat.

4135 °
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) if"tcnz‘“a“ mengenai wajib beiajar sebagaimana dimaksud dam (1),
¥at(2). dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Sy -

BAB IX 1

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN bASTR

(1) Standa I i

andar nasional pendidikan terdiri atas sta isi

ndar isi, i

]“l“;a_“.- tenaga kependidikan, sarana dan praslargl;’;es'

pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan se
encana dan berkala, b

(2) Standar nasional pendidikan d;

: pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan

kurikulum, tenaga k idi s i

pembiayaan, g2 kependidikan, sarana dan prasarana, Wmm

3
(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan 4an

la 3
Pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suata badan

it eI
b dardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. =’
etentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksid

dalam ayat (1 _ »
Pemerts oy 843 (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraseh
BAB X
KURIKULUM
Pasal 36

(1) mﬁgbifﬁ.ﬁn’" ulum dilakukan dengan mengacu pada Sandt

(2) Kurikuluss. geds ‘mewnjudkan tujuan pendidikan nasional.
dengan prinsip diiﬁ?gkgi?lans dan jenis pendidikan dikembangké?
dacrah. dan pesena digik - dengan satuan pendidikan, potens!

(3) Kurikulum disusun sesua

N * .
¢gara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

a. peningkatan iman dan takywa:

b. peningkatan akhlak rulia;

C. peni Z |

; peringkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- keragaman potensi daerah dan lingkungan;

€. tuntutan pembangunan dacrah dan nasional:

-132-

=1 (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum se

¢ Wf’g( :

| dengan jenjang pendidikan dalam kerangkd

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikul

2003. No. 78

f. tuntutan dunia kerja,

g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
h. agama;

i. dinamika perkembangan giobal; dan

j. persatuan nasional dan nilai-ni'ai kebangsaan.
agaimzna dimaksud

dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 37

a. pendidikan agama;
pendidikan kewarganegaraarn,
bahasa;,
matematika;
ilmu pengetahuan alam;
ilmu pengetahuan sosial;
seni dan budaya;
. pendidikan jasmani dan olahraga,
keterampilan/kejuruan; dan
j. muatan lokal.
(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :
a. pendidikan agama,
b. pendidikan kewarganegaraan; dan
C. bahasa.
(M

(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud c'lalam ayat
dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38
wmn pendidikan dasar dan menengah

T @ Mmoo a0 o

—
s

ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikcmbang(,lkiznikasezuaznl'1
d inya oleh setiap kelompok atau satuan pendicis n
s wadiie awah koordinasi dan supervisi dinas

komite sekolah/madrasah di b
pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk

pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.
R T0
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(3) Kurikulum pendidikan tin

Al

(4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangk@
olch perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar
nasional pendidikar, untuk setiap program studi. '

BAB XI ik«
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan.

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang
proses pendidikan pada satuan pendidikan. 1y SR

(2) Pendidik merupakan tena

ga profesional yang bertugas merencanakan dan
mclaks‘?nakan proses  pembelajaran, menilai hasil pcmbe!§jar§ne
melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan

Pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan

Pasal 40
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :

a. penghasilan dap Jjaminan

kescjahteraan sosial yang pantas dan
memadai;

b. penghargaan sesyaj dengan tugas dan prestasi kerja;
¢ pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas,

d perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasi
kekavaan intelektual; dan

e. kesempatan untuk men

s ggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas
pendidikan untuk men

unjang kelancaran pelaksanaan tugas.
(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :

a. menciptakan suasana pendidikan yan

g bermakna, menyenangkaf
kreatif. dinamis, dan dialogis; 2

b. mempunyai komitmen secara

profesional untuk meningkatkan mutU
pendidikan; dan ;

- 134 -

g8i dikembangkan oleh perguruan tinggi yang
bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk
setiap program studi.

* (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pe

- (1) Promosi dan penghargaan bagi
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b ¢. memberi .ladan dan menjaga nama baikvlcpraga. pr;»afcsllﬂ; dan
: kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41 -
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas d(‘lj]er : m
{ Al - e
(2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran Pe‘;(d‘d“"‘a s dasukfi
" kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatny
- kebutuhan satuan pendidikan formal. ; S
(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menﬂzflllmz; :iﬁ
" pendidikan dengan pendidik dan tenaga.kcpeﬂd'df:“ zl‘t’:g pe
 untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang A 'seb .
(4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kep_e“d‘dlk%ln 1 l‘;g Senpan
" dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diator lebih lanj

" Peraturan Pemerintah.

Pasal 42 e
y . . . X - Se) <
(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum d:II:l ;eaglgusl'. i
dengan jenjang kewenangan mengajar, schat jasm o ”mlsmiouﬁal.
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pen dikar

et idikan usia dini,
* (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan

v inegl
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan UNSE
’ 3 00 creditasi.

dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakre s
e ndidik sebagaimana dimaksud dalam

‘ ; intah.
ayai (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemeri
Pasal 43 st
pendidik dan tenaga kependidikan

idi alarnan,
dilakukan berdasarkan latar bclak_ang pen;i:(cjilxt:: peng
kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pen ;

1 an tinggl yang
() Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan

dikan yang terakreditas:.
n sertifikasi pen&@k
(2) diatur lebih lanjut

memiliki program pengadaan tenaga kependi da
) Ketentuan mengenai promosi, pengharfaa:n; 2
( sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) y
dengan Pcraturan Pemerintah.
't Pasal 44 A
| ] Daerah mcm ;
- () Pemerintah  dan  Pemerintah : ' H S
: me";’-l:‘:angka: tenaga kependidikan pada s}z:tgir;ra;;fn
diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerinta

wajib

1 ] R
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n}engembangkan tenaga kependidikan pada satuan p
diselenggarakannya,

(2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban meml@

AN WY

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembina X

pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang

diselenggarakan oleh masyarakat, o
BAB XII -
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN ""’l

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menycdiakah Sam&d?n
prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai W
pertumbuhar dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektud,

sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. il g

(2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada
lsen}ua Satuan perdidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dia&?f
ebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. ¥

BAB XIII
PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

1 2 |
();’:ndaf‘aan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antdf
merintah, Pemerintah Dacrah, dan masyarakat. ‘

2) :It]zmzrinmh daq Pemerintah Daerah bertanggung jawab men yediakéh
Ungdganm-nu pendidikan  sebagaimana. diatur dalam Pasal 31 ayal @
g-Undang Dasar Ncggra Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ket 2 . .
) etentuan mengerai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaiman?

dimaksud da} , . : ;
Peraturan Pemir:i]na)?l (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

(1) Sumber pendanaan idi : i
nd i o 1,
kecukupan, dan kebeﬁanjlstlak:n ditentukan berdasarkan prinsip keadila

r,
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@ i Pemerinlah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber

daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

' berlaku, |
(3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan

- Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

. Pengelolaan Dana Pendidikan

SREEN

Pasal 48

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan,
- cfisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

V) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana
- dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perawran
~ Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan

Gialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

' (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b () Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan
- pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

() Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Dacrah diberikan

::rlam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
laku,

E O K;elentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana

diwnaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

127 -



2003. No. 7.
Mo 2003, No. 78

BAB X1V 8
PENGELOLAAN PENDIDIKAN o
Dagign Kesgi (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah,
e B Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
(1) Pengelolaan sistem didi vy 5,0 o (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonforrnal sebagai-
Mesonsi. PR Agineg mcmpahlﬂ mana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

£ ; Pemerintah.
Tntah  menentukan kebijakan nasional dan s

pendidikan un iami Bagian Kedua
(3) Pemerintah ok menjarmin mutu pendidikan nasional. Badan Hukum Pendidikan
o dan/aiau Pemerintah Daerah menyel Pasa
asal 53

dike gn-"agks:;“:m.m.pendidﬂ(an pada semua jenjang p
i ll'ban enjadi satuan pendidikan yang bertaraf i
sendin2h Daerah Propinsi melakukan koordinas atas
fasmmd'ka‘pen"ve;’eﬂgﬂnbangan tenaga kependidikan, dan
velenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupate

3 (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didmkzn oleh
Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam avat (1
: berfungsi memberikan peiayanan pendidikan kepada peserta didik.

tin, : g 3 .

s pendldlkandas""dimmenengah (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

(5) Pemerintah Kaby en/K : , berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secard mandiri untuk
menengah, serty Paten/Kota mengelola pendidikan dasar dan p memajukan satuan pendidikan.

(6) Per pendidikan yang berbasis keunggulan lokal
guruan tinggi N
mengeloly perai MEREntukan kebijakan dan meiliki otonoi

(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-

undang tersendiri.

ikan di lembaganya, s BAB XV
(7) Ketentuan mengenai PERAN SERTA MASYARAKAT
da‘_am avat (1), avat Q)p;ngelol”" pendidikan sebagaimana diff DALAM PENDIDIKAN
lebih Janjyt denga}: Perat’u m)f:lp(c.‘z,e'ai);a; }(‘4). ayat (5), dan ayat (6) d Bagia}:ln lIl(rs;:lsatu
b pasal 54

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran  seria

(1) Pengelolaan satya
an sa < 3k ;
0 pendidikan anak kelompok, keluarga, organisasi profes, penguseha, dan

pendidikan menengah i) usia dini, pendidikan dasar, dan ,_‘?’

g . F S ran any ali
Minimal dengan prinsj berdasarkan standar gf":f’isasf kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian
P manajemen berbasis sekolah/madrasah. : ndidikan.
(2) Pengelolaan s v muty pelayanan PenCiCE '
otonomi, aku:?;:an Mdidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip g ) rakat dapat berperan serta scbagai sumber, pelaksana, dan
iltas, jaminan muty, dan evaluasi " & (2) Masyare'8 Gl pendidikan.
() Ketentuan i yang transparan. penggun

(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaks d

mengenai
dimaksug dalam pengelolaan s pagaimana
o S . dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

avat
Peraturan Pemerintah, (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan

Pemeﬁntah.

-139 -
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Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Mas y ) ‘ BAB XVI
Pasal 55 { EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI
(1) Masvarakat berhak menyelenggarakan pendi Baélzghil(ases;am
pada pendidikan formal dan nonformel sesuai
Pasal 57

lingkungan sosial, dan budaya untuk k,
(2) Penyclenggara pendidikan berbasis
melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendic
pendanaannya sesuai dengan standar nasional
(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis
dari penyelenggara, masyarakat, P
dan/aau sumber lain yang tidak bert
perundang-undangan yang berlaku.
(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat @

1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara
nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada
~ pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga. dan program
pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jemjang.
satuan, dan jenis pendidikan.

&

bla sy

b Pasal 58
\eicnis. subsidi dana, dan sumber daya lain secar- (1) Evaluasi hesil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untik
Pemerintah dar/atau Pemerintah Daerah. ‘ :“emamau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik
(5)  Ketentuan mengenai peran serta masyarakat - s i,
dalam avat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur @ Eyaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan
Peraturan Pemerintah. p dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh. transparan.
dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolaf Pl %9
Pasal 56 | (1) Pemerintah dan Pemerintah Dacrah melakukan evaluasi terhacap

n pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

| () Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang
mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38.

- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan muttl PEEC
vang meliputi perencanaan, pengawasan, w
pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite §

(2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri di
dalam peningkatan mutu pelayanan pen
pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga,

pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Prop!

Kota vang tidak mempunyai hubungan s i Bagian Kedua
(3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga Ma - Akreditasi
Pasal 60

berperan dalam peningkatan mutu pela- j

pcrutnt?angan, :dmnfi\akna dan :a“‘l‘l‘:;f;? :::;? endic - (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan
” }p(cr:ga:sasan P ::mbentukan sewan PE8 JP;\dldll;aann pada jalg d&e:didikan formal dan nonformal pada seuap !

etentuan mengenai v , Jang dan jenis peadidikan.

«kolah/ ] 'makwd dalam i 3

:.tfl({\}; i{,’iﬁff ?:,}s,c ;ﬁ:ﬁ:::a‘:: Peraturan em“"m; ‘ @) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan d:lakuk;m olzh

e iy | Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk
akuntabilitas publik.
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(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud WW(D’ BAB XVIII
avat (2). dan avat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemenntat. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Rellgs el OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN
Sertifikasi Pasal 64
Pasal 61 ‘ ,-_Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di

- Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga
| Degara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang
1 bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

. 48

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

(2) ljazah diberikan kepacia peserta didik sebagai
prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidiiat <
lulus ujian vang diselenggarakan oleh satuan pERGIGIREE
terakreditasi. M

(3) Seifikat kompetensi. diberikan oleh penyelenggara penCiZiSl
lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga Wmmn: ‘
pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan wm
setelah lulus uji kompetensi yang diselengglmkﬂ"'eh‘“wm 2
vang terdkreditasi atau lembaga sertifikasi. 2 ‘

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi scbagaimana dnmaksud dahm m‘ (/B

ayat (2). dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturafl FEEE ' () Peayelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga
; pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

Pasai 65 -

1 (I) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di
|  negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

* (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah

k. ‘Yajjb memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta
didik Warga Negara Indonesia.

s A wdt
i .4

BAB XVII - . Hrs
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ;nznglkutsenakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara
ndonesia.
Pasal 62

@) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain
yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

§ jib
(1) Setiap satwan pendidikan formal dan nonformal yang didicikan ¥
memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Dacrah. P '
(2) Svarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi P‘“"‘M%m
kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarand d:ﬁm serta
pendidikan. pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan ¢
manajemen dan proses pendidikan.

ll ) K.etentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana
dln}aksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

{ atay mencabut 2"
(3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau perundans BAB XIX
pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan PENGAWASAN
undangan vang berlaku, i naksud Pasal 66

| (1) Penﬂ:rintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/
madl’as_ah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada
Semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-
Masing,

(4) Kelentuan mengenai pendirian satuan pendidik.an Sd.”lg‘i' Peraturan
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanju
Femerintah.

@) Pgngg\vasan sebagaimana diinaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
Pnnsip transparansi dan akuntabilitas publik.

: Pasal 63 Lilan
Saan pendidikan vang didirikan dan diselenggarakan Oleh s

Repubhk Indonesia di ncgara lain menggunakan ketentuan :
- 143-
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(3) K.ctemua;‘; mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayal
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. :

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 67 i
(1) Persecorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang -
memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, proie
atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara pal
sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.0(
(satu miliar rupiah).

(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup ber
Pa;al 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana e
paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda pa“ﬂl'w

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). !

profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan

penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banya k‘

Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). e

(4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidand
penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). A

Pasal 68

(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensh
gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang
19 dak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling 1ama
ma tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang menggunakan ij _ i gelar
i - jazah, sertifikat kompetenst, &
g;idcr_mk profesi, da’n/atau vokasi yang diperoleh dari satuan ?endldllfaﬂ
iami u‘ﬁ_‘k memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling
500,000,001 @hun  dan/atau pidana denda paling banyak

3 .'0)0'000'00 (lima ratus juta rupiah).

3) ;ffl’lii Or:ng yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai fiengan
i an s:ngkagn yang diterima dari perguruan tinggi ._vang
e gkutan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana

gan pidana penjara paling Jama dua tahun dan/atau pidana denda

pélxng banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 144 -
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{f) Setiap orang yang mempecroleh dan/atau menggunakan sebutan guru
. besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau avat (2)
| dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana
' denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

asetiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar
 akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan

. pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling
' banyak Rp 500.000.000,00 (iima ratus juta rupiah).

0) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak ‘menggunakan ijazah
| dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
| ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara
| paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
~ 300.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

e i5an yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar
kademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama
t?hun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua
s juta rupiah).

i Pasal 71

” Yelfnggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau
§ nntah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana
7 'gan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda
Rling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3 BAB XX1

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72
: Myelen%am dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-

- {%ang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan

gaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan
tuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

l"“lﬂintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat
tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat
g-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

! - 145 -
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Pasal 74 a7 G

Semua percturan  perundang-undangan yang merupakan peratuan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 WWM
Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6,
: Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ad‘ pﬂﬁ .
diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjan e

bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ii.

B .:2-;’.‘7?
BAB XXII v ot
KETENTUAN PENUTUP Gl o
Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk %
Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun {ef
sejak berlakunya Undang-undang ini. ‘

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang m
48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran f
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran ReE
Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 teatang S
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambaha?

Lembaran Negara Nomor 33 90) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 77
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Republik Indonesia,

tH

gundanga”
g Negart

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juli 2003
Presiden Republik Indonesia,
i Megawati Sockarnoputrl
Diundangkan di Jakarta

Sckretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo
- 146 -

TAMBAHAN

. LEMBARAN NEGARA RI

~ No.d301

PENDIDIKAN. Sistem Pendidikan Nasional. Warga
Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

l. Umum

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan
Merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya
melalui proses pembelajaran dan’atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh
Masyarakat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943
Pasal. 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat
Pendidikan, dan ayal (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan
°lr.nanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh
komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan
salah saty tujuan negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya

?nr;nmg demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tingei hak asasi
nusia
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dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengen
*ndidikan, - prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yeng
Mmendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain
i, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunct
lumu.la" baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk sistem
pendidikan. Tuntutan tersebu menyangkut pembaharuan
di aniaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi ki
melavani pesenta didik dan potensi daerih yang beragam, d: as jenis
pendldikan yang dllalgukan secara profgsioml. peﬂywm W
Kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuiken
denga-n kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang
S¢sual dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusuran
S1endar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan W l:
PANSID pemerataan dan keadilan; pelaksanaan mamajemen g
bﬁ‘rb-'fsx.s sekolah dan otonomj perguruan tinggi; serta pen
pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna Pembaharzn s
e odikan juga melipui penghapusan diskriminasi antara pendidikan &'

dikelola Pemerintah  dan  pendidikan yang dikelola masyarakal, $er@ 3

Pembedaan antarg pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

fles?]b?:mn sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbahan!
. 181,
;13;10:1;}1 mempml_\-ai Visi lcr\\'ujud_nya sistem pcndidikan sebagai %mnala
o%ial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga egard

Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mamP" -

dan proakif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Dengan visi pe
sebagaj berikut -

z ;;Z?:ﬁf‘akaﬂ perluasan dan pemerataan kesempatan memperdleh
‘Ran yang bermuty bagi seluruh rakyat Indonesia;
i ::ﬁ?b:;;d:: m;?‘fas“imi pengembangan potensi anak baﬂmmm
ia dinj i alchi
36y areleat it O sampai akhir hayat dalam rangka m
. meni . T
m::::)gt?% kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan waok
PUmalkan pembenqykap kepribadian yang bermoral;
meninglk ' " .
scbagl;%kau(a{‘ «eProfesionalan dan  akuntabilitas lembaga Pend‘d:ﬁ:
e Pembudayaan ilmy - pengetahuan,  Keleramp on
9an nilai berdasarkan standar nasional dan B0%%

o
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ndidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyal 9
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S, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

- Peradaban bangsa yang bermartabat dalam rang}<a mencer@a;kan .kehidupadr;
~ bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar :wng;a
- Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
Niegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

- Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi _tetrtenlt.u. l§§a‘egl
- Pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undarg ini meliputi :

+ pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia:

- Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi:

« Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis,

- evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan:
+ Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;

« Penyediaan sarana belajar yang mendidik;

1 1 1 I8 dt
+ Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan
berkeadilan;

8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. pelaksanaan wajib belajar,
1o, pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;

1L pemberdayaan peran masyarakat;

12, pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dar'l
B. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

s, misi ‘ dikar
Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi. dan ftuuan pendidi

ibatk i pihak
Nasional dapat terwujud secara efektif fie'ngan melibatkan berbagal pi
*¢cara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula
Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam |
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemcnma999 - A
Gan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1 £
¢rimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

disesuaikan dengan
m Undang-undang
han Daerah
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Schubungan dengan hal-hal dj
teniang Sistem Pendidikan Nasi

I1. Pasal Demi Pasal
Pasal |

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Avat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah p
dsclenggarakan ~ dengan * fleksivilias pilihan
Penyelesaian program lintas satuan dan jalur p
entrv-multi exit System). Peserta didik dapat bele sal
enuigaubil program:program pendidikan pada je
pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berk las
Pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan
adalah proses pendidikan yang djsclcnsgmn densan
pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan
kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Avat (3)

Cukup jelas
Avat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

atas, Undang-undar

onal perlu dxpemﬁ g
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b Ava o)

Memberdayakan semua komponen masyarakat bcranil pengllgéla(iz
diselenggarakan oleh pemerintah dan mas_?'arakal clla il;:q o
kemitraan dan kerja sama vang saling melengkapi d:
memperkuat.

21 5

Cukup jelas
\ 7

- Cukup jelas
Cukup jelas
asal §

'P Cukup jelas
‘;,  1

i Cukup jelas
asal 10

Cukup jelas
11

‘ Cukup jelas
Pasal 12
Ayt

Huruf a

ngan peserta
Pendidik danvatau guru agama yang scas_laatr‘nz:) ::;%::::aic r
didik difasilitasi dan/atau disediakan ole

| : idikan
o Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan satuan pendid
.

sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

ik bakat.
Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan

. g : 3 H att 1
minat, dan kemampuan peserta didik _dlfasmtasn :a:ﬁ::;l:l
f: discdi;nkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah ses

idi ' iatur
dengan kebutuhan satuan pendidikan scbagaimana diat
dalam Pasal 41 ayat (3).
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Huruf ¢
Cukup jelas b
Huruf d ol
Cukup jelas | :
Huruf e e
Cukup jelas i
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal |5
Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah %
Mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan .olehi pes
didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih Unggt

Pendidikan  ejuruan * merupakan  pendidikan  menengsh bym
mempersiapkan peserta didik teruiama untuk bekerja dalam
tenenty, 5
Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program ds;?,;in
dan pascasarjana yang giarahkan terutama pada penguasaan

ilmu pengetahuan lertenty,

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah progré™

: Yo n
sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki peken?
dengan Persyaratan keah!ian khusus.

=152 -
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idi ingei v empersiapkan
Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi vang m}:;}lp rilearz o
peserta didik untuk memiliki pekerjaan fiengan keahlian P
tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pendidikan keagamaan merupakan pen_dildikan dasar. meneer;g'.:}xa. nigg
tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat m Jn e
peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran ag
dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

. Aty tuk
Pendidikan khusus merupakan pen)'elenggafaaf_‘d.Eerli‘::\ager‘;?“ki
peserta didik yang berkelainan atau peserta dx. [l\l\] ﬁsifznau i
kecerdasan luar biasa yang diselcnggaxjakan secara ;dikan ou g
satuan pendidikan khusus pada tingkat pendi

menengah,

Cukup jelas

._ Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

eperti
Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah :;:irsrr; ri gp; .
Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs g

seperti Paket B.
Ayat (3)
Cukup jelas

 Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayall’(:r:didikzm yang sederajat dengan SMA/MA adalah program
seperti  paket C.

- 153 -



No 4301

Avat (4) |
Cukup jelas t“,
Pasal 19 | i :‘h; bt
Cukup jelas !
Pasal 20 . |
Avat (1) 181

Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dal?m das:/t: mf
alau sebagian cabang ilmuy pengetahuan, teknologi,
tertenty, ot
Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam,;Wah
bidang pengetahyan khusus. 0
Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akadc;kn:kmd”/m
vokasi dalam lingkup saty disiplin ilmu tertentu dan j

Svarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. |
Institut menyelenggarakan pendidikan .akgdemlkn ‘O‘W,« "
pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin llI{IU pe St WWL
teknologi, dan/atay sen; dan jika memenuhi syara
Menyelenggarakan pendidikan profesi. . i
Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik e
pendidikan vokasi dalam sejumiah jlmu pengetahuanl. g
dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapai menyele
Pendidikan profes;.

Avat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Avat (4)

Cukup jelas
Pasal 2)

Avat (1)

Gelar akademik va

: ister, dan
"¢ dimaksud antara Jain, sarjana, magister,
doktor, }
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Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayal (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Cukup jelas
 Pasal 23
Ayat (1)

i i l bam dOSCn A
' i . an llﬂg." .

Avat (2)

Cukup jelas

Pasal 24
: Cukup jelas
j'\ Pasal 25
| Cukup jelas
Pasal 26

Avat (1)

Cukup jelas
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Avat (2)
Cukup jelas
Avat (3)

Pendidikan kecakapan hidup (/e skills) adalah pendidikan yang
memberikan  kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan
intelekual, dan
mandiri,

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diseleuw
Uk mempersiapkan kader peminipin bangsa, seperti organisasi
Pemuda,  pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan,
palang - meral, Pelatinan, - kepemimpinan, pecinta alam, seta
kewirausahaan, #i

Pendidikan Pemberdayaan perempuan adalah pendidikan o
Mmengangkat harkar dan martabat perempuan,

Pel)didikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang
Menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MT 5 dﬂl
SMAMA vang mencaky P program paket A, paket B, dan paket C.
Pendidikan day Pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan
kcmammm pesena didik dengan penekanan pada Peffg“”’f‘"
keterampilan fungsional yang sesyaj dengan kebutuhan dunia kerja.
Ayat (4)
Cukup jelas
Avat (5)

Kursus dap pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan
Uitk mengembangkap kemampuan peserta didik dengan
penekanan pad PeNguasaan Kketerampilan, standar kompetensi
Pengembangan  sikyy kewirausahaan serta ~ pengembangan
kepribadian Profesional. Kyrgys dan pelatihan dikembangkan

melalui sentifikagi gap akreditasi yang bertaraf nasional dan
Iniernasiong.

Avat (6)

CUl\'Up je]as
Avai (7)
Cukup jelas
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“Pasal 27

Cukup jelas

Ayat (1)

i < i anak scjak lahir
Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak ‘sq 1tkulr:tll11|}\
sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyara

mengikuti pendidikan dasar.

Ayat (2)
Cukup jelas

Avat (3) R
Taman Kanak-kanak (TK) men_velcnggargkgn pequdxkan Ln};‘:f\
mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap
perkembangan peserta didik.

Raudhatul Athfal (RA) men}-elenggarakaq pendidikan }\:agi‘\?iql;
Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan da{: d_e.lase n :
kcpada. peserta didik untuk mengembangkan potensi din sepe

pada taman kanak-kanak.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Avat (3) g e '
Senwk pendidikan jarak jauh menqakup program
terwlis (korespondensi). radio. audio/video. TV, da PRI
jaringan komputer. ' h‘f‘f}'ﬁ!
Modus  penyelenggaraan  pendidikan jarak  jauh
pengorganisasian tunggal (single mode), atau bersanﬂwﬁ.
(@ual mode), el A
Cakupan pendidikan Jarak jauh dapat berupa PWBMWW

Serbasis mata pelajaran/mata kuliah dan/atau ROBR }V;zm,ﬁ_‘:;,:
berbasis bidang studi. <) IRTA

s vy ARE
Ayat (4) :

Cukup jelas v
Pasal 32 il :

Cukup jelas s
Pasal 33 . :
Avat (1)
Cukup jelas
Avat (2)

“ehgyjaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di

. . . : 3 dalam
Catrah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya ‘
wilayah yang bersangkutan, '

Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama "
xedua sekolah dasar, .
Ayat (3) i
Cukup jelas y
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Avat (1)

Standar isi mencakup my
~ang ditangkan ke dala
Kompetens; baha
Pembelajaran )

; . el
ang lingkup materi dan tingkat kf)mlp:;un.
In persyaratan tentang kompetens! (a e
n kajian, kompetensi mata pelajaran, dan S

e jenjan
Lo ang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjané
dan jenis Pendidikan terenyy.
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i i 15an
Kompetensi - lulusan merupakan kualifikasi kemampu'z]m lu(lelm'ii
)'angp mencakup sikap, pengetahuan, dan‘ketcrampx an sesug
dengan standar nasional yang telah disepakati.

' ' idikan
Standar tenaga kependidikan mencakpp pcrsamta;emdx ;ena
prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun '
pendidikan dalam jabatan.

e ke
Standar sarana dan prasarana pendidikan xnen;a};:i T;%rol%a lt)::ljlirxn ‘
tempat berolahraga, tempat beribadah, perpuli; 5 cian e
bengkel kerja, tempat bem\ain,_ tempat ber miamenunjang 0
dan sumber belajar lain yang diperlukan un

pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi.

i can untuk
Peningkatan secara berencana dan bcrl;ala d1ma}<s:£k o
meninggkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional,
dan kompetisi antar bangsa dalam peradaban dunia.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

jan mutu
Badan standardisasi, penjamina'n. dan lpe:lg;;lgi:;zxsmst
pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasion

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

iversifikasi dimaksudkan
Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi din

idikan pada
: . : rogram pcndldl
nungkinkan penyesuaian p san potensi yang ada
g:ttuua:(n ;;I;:ldidifan dengan kondisi dan kekhasan potensi )

di daerah.
Ayat (3)
Cukup jclas
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ANl (4)

Pasal 37

Cukup jelas

Avat (1)

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk
pesena didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan
cinta tanah air.

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa dactah
dan bahasa asing dengan pertimbangan :

I. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan

3. Bahasa asing teruiama bahasa Inggris merupakan bahasa
INternasional - yang sangai penting kegunaannya dalam
Pergaulan global,

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan
aljabar  dimaksudkan ynquk mengembangkan logika dan
kemampuan berpikir peserta didik.

Bahan kajian jlmy pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologh

dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuar,
Pémahaman,

lingkungan alam dan sekitarnya,

Bt}han kajian ilmy pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumb
scjarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk
mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan
analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Eahaf, Kajian seni gap budaya dimaksudkan untuk mc‘“b?muk
arakier pesena didik menjadi manusia yang memiliki rasa sen! dan

Pemahaman budaya  Bahan kajian seni mencakup menulis,
menggambar/melukis, menyanyi, dan menari.

- 160 -
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Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga d.imaksu'dkan
untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan

rohani. dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk .membemuk peserta
didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan.

Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan }1nmk membentuk
pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

';:' Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayal (1)

Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pend:‘ix};zg
penilik, pamong belajar, pengawas, pe.nclm, pengembang.
pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan yang 'pamasmdbaqr:
memadai adalah penghasilan yang .nlenceqnlnkank n;qm‘han
guru sebagai pendidik yang profesional di atas kebu
hidup minimum (KHM). &
Yang dimaksud dengan jaminan ke.seja'hteman sc;sx;ln \z;x;rg‘
pantas dan memadai. antara lain, jaminan keseha :
jaminan hari tua.
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huruf'b
Cukup jelas sl
huruf ¢ ‘ siasere £t
Cukup jelas
huruf d

Cukup jelas
hurufe
Cukup jelas
Ayat ()
Cukup jelas
Pasal 4]
Avat (1)
Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di mana
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2) L ‘ s ERAIE

Cukup jelas _
Ayat (3) BAs

dinmksudkgn untuk menghindari adanya daerah yang kekv
atau kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan, sertd JU&

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

- 189
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Ayat (2)

Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi 'kmliﬁkasi
minimum pendidik yang merupakan bagian dari program
pengembangan karier oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah.

Ayat (3)

3 Cukup jelas
 Pasal 44

~ Cukup jelas
;’:Pasal 45

: Cukup jelas

Ayat (1)

Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumper pendanaan
pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sm‘ut?angan
pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman,
sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk
pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Avat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Cukup jelas

i Pasa] 48

Cukup jelas

- Pasal 49

Ayat (1)
Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.
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fiinl dikan, yang dalam hal ini kepaia sekolah/madrasah dan guru
Cukup jelas : : dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan
AR . B pendidikan
. Cukup jelas : Ayat (2)
Ayat (4) Cukup jelas
; ~ Avat (3)
Ctlkup Jela,g
Ayat (5) l Cukup jelas
asal 52
Cukup jelas .
Pasal 50 % Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas B Ayat (1)
Ayat (2) Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukgm
; bagi penyclenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain,
B R o berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
BT e B Ayat (2)
S g o oS Cukup jeas
AN B Avat (3)
 Cukup jelas :'?"' Cukup jelas
Ayat (5) ' Avat (4)
Cukup jelas Cukup jelas
Ayt (6) 3 ‘ Pasa] 54
X dimaksud o i ;
ke?‘:ﬂdi : ' mﬂ Otonomi mmxw - % Cukup jelas
Ayat (7) = FUb | Pasaiss
Cukup jelas ! 3 Ayat (1) :
T 4] Kekhasan satuan pendidikan yang diselengggrgkan masyarakat
Ayat (1) tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini.
Yang dimaksud g Ayat (2)
mmw Tnajemen berbasis Cukup jelas
Manajemen pendidikan pada satuan e

A IRK -
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ol SR e Wirood B ol SN e
B A I et R 5 e : Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12
4 %p)élas ayat (1) huruf a. 3
Ayat (4) A

A\mo;’mpm Cukup jelas
et ) -  Avat(4)
M”C‘h B Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem
e penilaian, dan penjenjangan pendidikan.
X Cﬂhlpjclas - Avat(5)
pe 57, ' Cukup jelas
Cukup jelas .
Pasalsg -
488 Wpﬁl E - Ayat(l)
g as. A 2
M” G tibihrsy e ane 3 Cukup jelas
A pjclas.x ) g At
Pasal 60 : Cukup jelas
Q‘kupklas i | ‘, Ayat 3) | .
Pasal 6] :} Peraturan Peinerintah yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain,
y 2 mengatur tata cara pengawasan dan sanksi administratif,
Colepelas Pasal 67 |
Pasal 62 &
- Cukup jel
Cukup jelas - p jelas
Pasal63 e
Cukup jelas - Cukup jelas
Pasal 64 ‘ asal 69
Cukup jelas (139 CUkup jelas
Pasal 65 s £5 Pasal 70
- 8 .
Ayat (1) . 4 ~ Cukup jelas

Peraturan Perundang. 25 yo lsaln
m::kwmwwm pajak, invest Cukup jelas -
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Sekolah/ Madrasah ( MBS/MBM );‘ |
Paradugma Pendidikan Era
Reformasi. Suatu pembaharuan
menurut penelitian para ahli dan
kesimpulan Iaporan Bank Dunia
2001 di tentukan oleh Kuahtass
Pimpinan dan Provider
Pendidikan pada level operasmnal
serta para guru. T
Bagaimanakah
peningkatan kualitas ketiga
tataran itu. jawaban yang logis dan ]
acceptable adalah menmgkatkan
peran dan fungsi managerial dan
operasional serta konpetensi
merancang pembelajaran.

Buku ini '
kerangka peningkatan kuall

pendidikan dalam membai
networking tersebut.
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